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ABSTRAK 

Analisis Penerapan Margin Akad Murabahah pada 

Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kec.Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah 

Oleh Repi Repitasari,NIM 1811140167 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Penerapan Margin Akad Murabahah pada 

Pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.Untuk mengungkap persoalan 

tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data primer dan sekunder berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa  penentuan margin akad murabahah pada 

pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan pada harga jual 

pasar. Adapun nilai dari margin  yang didapatkan perbulan 

dengan pilihan tenor waktu yang telah ditentukan. Sedangkan  

dalam menerapkan metode angsurannya  menggunakan 

metode flat dimana dalam PNM Mekaar Syariah memiliki 

margin kentungan yang selalu sama pada setiap sesuai waktu 

yang nasabah pilihkan. Dalam tinjaun Ekonomi Islam 

Penerapan Margin akad murabahah pada PNM Mekaar 

Syariah cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah 

sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena, sudah 

berdasarkan kesepakatan dan dalam penerapan margin tidak 

mengandung unsur riba sebab PNM Mekaar Syariah 

mengambil keuntungan dengan cara menerapkan margin yang 

akan diberikan kepada calon nasabah sesuai atas kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang dijelaskan secara terperinci 

mengenai penetapan angsuran yang akan di bayar. 

Kata Kunci : Margin, Akad Murabahah, Ekonomi Islam  

 



 
 

ix 
 

ABSTRACT 

Analysis of Application of Murabahah Margin in Financing 

PT. PNM Mekaar Syariah Branch Karang Tinggi District, 

Centra l Bengkulu Regency 

By Repi Repitasari,NIM 1811140167 

 The purpose of this study was to find out how the 

implementation of Margin Murabahah in Financing PT.PNM 

Mekaar Syariah Branch Karang Tinggi District. Central 

Bengkulu Regency. To reveal the problem in depth and 

comprehensively, the researcher used a qualitative descriptive 

approach with primary and secondary data collection 

techniques in the form of observation, interviews, and 

documentation. The results of this study can be concluded that 

the determination of the margin of the murabahah contract on 

the financing of PT. PNM Mekaar Syariah Branch Karang 

Tinggi District. Central Bengkulu Regency based on market 

selling price. Margin value obtained per month with a 

predetermined time tenor. Meanwhile, in the application of 

the installment method using the flat method, PNM Mekaar 

Syariah has a profit margin that is always the same at any 

time according to the time chosen by the customer. In a 

review of Islamic Economics the application of margin for 

murabahah contracts at PNM Mekaar Syariah branch 

Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency is in 

accordance with Islamic Economics because based on an 

agreement and in setting margins it does not contain an 

element of usury because PNM Mekaar Syariah takes 

advantage by applying a margin that will be given to 

prospective customers according to the agreement between 

the two parties which is explained in detail regarding the 

determination of installments. to be paid. 

Keywords: Margin, Murabahah Contract, Islamic Economics 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 Latar Belakang A.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang sangat 

membantu dalam semua bidang kegiatan keuangan 

terutama dalam melakukan penghimpunan dan 

penyaluran dana kepada masyarakat gunanya untuk 

membiayai investasi perusahaan.
1
 Lembaga keuangan 

berdasarkan kemampuan menghimpun dana dari 

masyarakat dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu lembaga 

keuangan depositori (Bank) dan lembaga non depositori 

(non Bank).  Dalam lembaga keuangan itu ada empat 

aspek fungsi diantaranya dapat dilihat dari sisi jasa 

penyediaan finansial, kedudukannya dalam sistem 

perbankan, sistem finasial, sistem moneter. PT. 

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang

                                                             
1
 Andria Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, 

(Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2009),h.27 
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Kecamatan Karang Tinggi Benkulu Tengah adalah 

salah satu pembiayaan dari lembaga non bank .
2
 

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan 

salah satu lembaga keuangan penyaluran dana modal 

usaha kepada masyarakat  dengan menerapkan sistem 

keuagan Syariah. Diantara laiannya produk penyaluran 

dana di PNM adalah membina keluarga sejahtera 

(Mekaar Syariah).
3
 

PNM Mekaar Syariah adalah bantuan pembiayaan 

modal untuk ibu-ibu prasejahtera pelaku usaha ultra 

mikro untuk mendorong ekonomi keluarga sejahtera 

(Mekaar Syariah), PNM mekaar menerapakan sistem 

kelompok tanggung rentang yang di harapkan dapat 

menjembatani kesejahteraan akses pembiayaan sehingga 

para nasabah mampu mengembankan usaha dalam 

langkah untuk mencapai tujuan dan meningkatkan 

penghasilannya. Arti dari Tanggung rentang dalam dunia 

                                                             
2
 Heri Sudarsono, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan 

Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.5 
3
 Deni Saputri, Miswardi, & Nasfi, The Economic Impact Of  

Murabahah Financia On PT. PNM Mekaar Syariah In Increasing The 

Welfare Of Pre-Prospered Women,jurnal  Of Business and Social 

Science,Vol. 1. No.1. (2021) . 
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perkreditan  yaitu sebagai tanggung jawab bersama antara 

pembeli dan penjual atas hutang yang dibuatnya.
4
 

PNM Mekaar Syariah membuat program kerja yaitu 

seperti melakukan pembiayaan. Program pembiayaan di 

PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan dana 

kepada masyarakat dengan bertujuan untuk membanggun 

serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian 

ekonomi masyarakat. Untuk mendapatkan melakukan 

pembiayaan di PNM Mekaar Syariah tersebut nasabah 

harus memiliki kelompok usaha yang berjumlah minimal 

10 orang. Pembiayaan yang dilakukan di PNM Mekaar 

Syarih itu dalam bentuk non bank yang memberikan 

manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau 

menegah kebawah. Dengan adanya pembiayaan di PNM 

Mekaar Syariah masyarakat jadi lebih mudah dalam 

melakukan pembiayaan, karena pembiayaan yang 

dikelolah tanpa menggunakan  jaminan apapun 

melainkan hanya dengan kepercayaan antara dengan 

keduabelah pihak.
5
 

                                                             
 

4
 https://www. Pnmco. Id/busnisnnes/Pnm-mekaar, diakses pada 

hari minggu, 10 Oktober 2021 pukul 19:10 WIB.  

 
5
 Rahmadina & Rahmah Muin, “Pengaruh Program PNM 

Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan 

Campalagian”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial 

Budaya Islam, Vol. 5. No,1, (Mei 2020), h, 74-86 

https://www/
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Persaingan bank dan lembaga keuangan non bank 

pada saat ini sangatlah pesat. Dengan adanya persaingan 

antara lembaga keuanagan non bank dan lembaga 

keuangan bank yang semakin ketat,  maka pihat dari 

PNM Mekaar Syariah senantiasa sangat berupaya untuk 

dapat meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan, yaitu 

contoh pada pembiayaan produk murabahah. 

Pembiayaan murabahah adalah kesepakatan antara 

penjual dan pembeli barang pada harga dengan tambahan 

keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam 

murabahah. Pembiayaan murabahah ini diatur dalam 

Fatwa Dewa Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
6
 

Dalam kegiatan pemasaran penetapan harga 

merupakan aspek yang sangat penting.  Karena jika 

dalam menentukan suatu harga mengalami kesalahan, 

maka nantinya akan berakibat fatal dan merugikan sebuah 

perusahaan itu sendiri, Maka dari harga menjadi sangat 

penting karena menentukan laku atau tidak suatu produk 

barang atau jasa tersebut.  

 

                                                             
6
 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah. (Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2012), hal.57 
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PNM Mekaar Syariah pada saat praktek dalam 

menentukan kebijakan pembiayaan  modal yang 

diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (benchmark) 

kepada suku bunga konversional, tingkat pesaing 

(competitor). Dari sisi lain masyarakat masih memandang 

dan banyak kritik-kritik terhadap beberapa praktek pada 

pembiaayaan di PNM Mekaar Syariah terutama dalam 

pembiayaan murabahah yang dianggap masih sama 

dengan kredit pada pembiayaan konversional. Banyak 

orang yang medasarkan pada kenyataan bahwa prosese 

penentuan pembiayaan murabahah adalah tetap 

menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan 

prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam 

pembiayaan konversional.
7
 

Margin yang dibuat pembiayaan PNM Mekaar 

Syariah telah ditentukan seperti dalam brosur yang 

ditawarkan. Dan tidak bisa ditawar, untuk penurunan 

margin. Keuntungan dari pembiayaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti harga barang pembiayaan, jangka 

                                                             
7 Riska Oktaria, “ Peran PT. Permodalan Nasional Madani 

(PERSERO) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Desa 

Terara”, Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri (UIN) Mataram 2020. 
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waktu pembiayaan, sistem pengambilan produk 

murabahah tersebut.
8
 

Kemudian dari sisi anggota, pembiayaan 

murabahah dinilai lebih mudah di bandingkan dengan 

jenis pembiayaan bagi hasi. Hal ini disebabkan kemiripan 

oprasional murabahah dengan jenis kredit yang 

ditawarkan oleh lembaga keuangan konversional. Dan 

masih banyak juga masyarakat menggangap bahwa 

margin yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah tidak 

berbeda dengan bunga yang diberikan Bank 

Konversional, bahkan masyarakat menganggap margin 

keuntugannya jauh lebih besar dari pada lembaga 

keuangan berbasis konversional. Akibat hal tersebut 

membuat lembaga keuangan yang berbasis syariah 

kurang baik dalam kalangan persepsi masyarakat.
9
 

Maka dari itu hal ini sangat menarik dikaji oleh 

penulis secara mendalam, dalam menentukan pembiayaan 

murabahah yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah, 

karena penentuan harga yang dilakukan oleh PNM 

Mekaar Syariah yaitu sipemodal harus memberitahukan 

kepada nasabah tentang harga pembiayaan murabahah 

                                                             
 

8
 Wawancara, Novi Staff PT. PNM Mekaar Syariah. Tgl 2 

Oktober 2021 
9
 Wawancara, Novi Staff  PT. PNM Mekaar Syariah . Tgl  2 

Oktober 2021  
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dan menyatakan jumlah keuntungan yang akan ditambah 

pada biaya tersebut yang disepakati oleh pemodal dan 

nasabah.  

PNM Mekaar Syariah idealnya dituntut untuk 

memenuhi aturan-aturan syariah juga diharapakan 

mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga 

minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, dari suku 

bunga yang berlaku di pembiayaan konversional serta 

menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang  lebih 

rendah dari pada suku bunga kredit Pembayan 

konversional. Untuk merealisasikan konsep ideal 

tersebut, PNM Mekaar Syariah harus diklola secara 

optimal berlandasan prinsip-prinsip amanah, sidiq, 

fatonah, dan tabliq, termasuk dalam hal kebijakan 

penerapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil 

pembiayaan.
10

 

Penelitian ini terfokus pada margin pembiayaan 

yang ditetapkan pihak PNM Mekaar Syariah, karena 

dengan penerapan margin yang ditawarkan pihak PNM 

Mekaar Syariah relatif sama dengan lembaga keuangan 

non bank lainya. Akan tetapi dinilai dari sisi nilai margin 

                                                             
 

10
 Riska Herlina, Sri Rahmadani, Waza Karja Akbar,”Peran PNM 

Mekaar Syariah Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi COVID-19 

di kelurahanlubuk buaya kota padang”, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.6 

No. 2,( juli 2021), h. 144-150. 



8 
 

yang ditetapkan tidak mengurangi keputusan anggota 

dalam memilih atau melakuakan transaksi pembiayan 

khususnya terhadap pembiayaan murabahah di PNM 

Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah.
11

 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, 

penulis tertarik umtuk melakukan penelitian, secara 

ilmiah dengan judul “ Analisis Penerapan Margin Akad 

Murabahah Pada Pembiayaan PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah (studi pada PT. PNM Mekaar 

Syariah Cabang Kec.  Karang Tinggi Kab. Bengulu 

Tengah). 

 Batasan Masalah B.

Mengingat landasan penggambaran di atas, maka 

penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada 

penerapan margin akad murabahah pada pembiayaan 

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah 

Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah  

 

 

 

 

                                                             
 

11
 Wawancara, Staff PT. PNM Mekaar Syariah. Tgl 2 Oktober 

2021 
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 Rumusan Masalah  C.

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang 

dihadapi dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Margin Akad Murabahah 

pada pembiayaan di PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah? 

2. Apakah Penerapan Margin Akad Murabahah 

pada pembiayaan di PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan  

Ekonomi Islam? 

 Tujuan Penelitian  D.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan 

penelitian yang dilakukan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Margin 

Akad Murabahah pada  pembiayaan di PT. 

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah di 

Cabang Kec. Karang Tinggi Kab.Bengkulu 

Tengah. 

2. Untuk menganalisis apakah penerapan Margin 

Akad Murabahah pada pembiayaan di PT. 

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah 
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Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu 

Tengah sesuai dengan  Ekonomi Islam. 

 Kegunaan Penelitian E.

1. Secara Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan, refrensi 

dan sarana untuk menambah wawasan 

keilmuan bagi pihak-pihak yang melakukan 

penelitian serupa. 

b. Sebagai penambah ilmu tentang lembaga 

keuangan syariah yang menyangkut   

penerapan margin akad murabahah di 

lembaga  keuangan Syariah  

2. Secara Praktis  

a. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar 

Syariah, yaitu diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam menentukan kebijakan 

selanjurnya terutama dalam menerapkan 

margin pada akad murabahah.  

b. Nasabah, yaitu diharapkan dapat 

memberikan pandangan atau sebagai 

referensi bagi nasabah yang belum 

mengetahui tentang penerapan margin akad 

murabahah pada pembiayaan di PT. PNM 
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Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi 

Kab. Bengkulu Tengah. 

 Penelitian Terdahulu F.

Agar tidak terjadi penelitian dengan objek yang 

sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai 

fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

angkat, antara lain: 

1. Yudhistira Rangga Febra. “Analisis Penetapan 

Margin Atas Produk Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada 

BMT Assyafi’iyah KC Karang Anyar)” Skripsi 

pada fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung 2018.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktot-faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan dalam penerapan margin di BMT 

Assafi’yah maka hasil dari penerapan Faktor 

yang utama mempengaruhi dalam mengambil 

pembiayaan murabahah di BMT  Assyafi’iyah 

karang anyar adalah tingkat margin yang 

rendah, proses yang cepat, pelayanan yang 
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memuaskan.
12

 Perbedaan antara  dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

penulis mengananlisis bagaimana penerapan 

margin akad murabaha pada produk 

pembiayaan di PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah Cabang Kecamatan 

Karang Tinggi Bengkulu Tengah. 

2. Aldi Tahir, dengan  judul “ Penetapan Margin 

Murabahah Pada Produk Pembiayaan Griya 

IB Hasanah BNI Syariah Cabang Bengkulu Di 

Tinjau Dari Ekonomi Islam” Skripsi pada 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu 2016. Penelitian ini  menggunakan 

metode kualitatif dengan teknik analisisnya 

menggunkan analisis deskriptif analisis, dalam 

skripsi ini penulis menganalisis penentuan 

margin akad murabahah dalam produk Griya 

IB hasanah pada bank BNI Syariah cabang 

bengkulu. Maka hasil penelitiannya adalah 

margin  yang ditetapkan oleh ALCO ini tidak 

                                                             
12

Yudhistira Rangga Febra, Analisis Penetapan Margin Atas 

Produk Pembiayaan Murabaha Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada 

BMT Assyafi’iyah KC Karang Anyar), skripsi pada fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.   



 
 

13 
 

boleh dibawah BI rate yang telalah dikeluarkan 

oleh bank indonesia sebelumnya
13

. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah “penulis menganalisis bagaimana 

penerapan Margin Akad Murabahah pada 

pembiayaan di PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah di Cabang Kec. 

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. 

3. Estu Pamuji, dengan judul “Penerapan Akad 

Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR 

Syariah IB Di Bank BRI Syariah KCP 

Ajibarang Bayumas” Skripsi pada Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas IAIN 

Purwokerto 2017. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaiman penerapan akad 

murabahah pada produk pembiayaan KPR BRI 

Syariah IB. Maka hasil penelitian ini bahwa 

KPR BRI Syariah IB di BRI Syariah KCP 

Ajibarang menggnakan skim pembiayaan jual 

beli (murabahah), dimana akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan ( margin) yang disepakati oleh 

                                                             
13

Aldi Tahir, Penetapan Margin Murabaha Pada Produk 

Pembiayaan Griya IB Hasanah BNI Syariah Cabang Bengkulu Di Tinjau 

Dari Ekonomi Islam, skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2016. 
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bank dan nasabah selain melakukan akad 

murabahah BRI Syariah IB juga menggunakan 

akad wakalah untuk hal pembelian rumah 

kepada nasabah sebelum dilakukan akad 

murabahah disebut juga murabahah bil 

wakalah. 
14

 Pebedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih 

terfokus pada Penerapan Margin  akad 

Murabahah  Pada Pembiayaan di PT. 

Permodalan Nasional Madani Mekaar Sayriah 

Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu 

Tengah. 

4. Muhamad Ali Tamrin dan Dedi Suselo. 

“Implementasi Akad Murabahah Dalam 

Penentuan Harga Dan Margin Pembiayaan 

Pada BMT di Tulungagung”, Jurnal 

Iqtisaduna, Vol.4, No.1 Juni 2018. Dalam 

penelitian ini bahwa pembiayaan murabahah 

pada BMT tulungagung memiliki kebijakan 

tersendiri terhadap persyaratan administrasi 

dalam kelengapan pengajua pembiayaan 

                                                             
14

Estu pamuji, Penerapan Akad Murabaha Pada Produk 

Pembiayaan KPR Syariah IB Di Bank BRI Syariah KCP Ajibarang 

Bayumas, Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas 

IAIN Purwokerto 2017. 
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murabahah dan  mekanisme penentuan harga 

dan margin pembiayaan murabahah BMT di 

tulungagung Tetap menggunakan metode flat 

rate . selain itu juga ada yang menggunkan 

sistem annuitas yang merupakan metode 

pembayaran mendahulukan angsuran margin 

setelah itu membayar angsuran pokok pada 

waktu jatuh tempo yang dikehendaki.
15

 

Pebedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah penulis lebih terfokus pada 

Penerapan Margin Aakad Murabaha  Pada 

Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. 

5. Deni Saputri, Miswardi, Nasfi, “Economic 

Impact of Murabahah Financing on PT. PNM 

Mekaar Syariah in Improving the Welfare of 

Pre-Prosperous Women.” Jurnal of Business 

and Social Sciences, Vol. 1, No.1, 2021. Dalam 

penenlitian ini bertujuaan untuk mengetahui 

bagaiman dampak ekonomi di kecamatan 

Banuhampu dalam  pembiayaan murabahah 

                                                             
15

Muhamad Ali Tamrin dan Dedi Suselo. Implementasi Akad 

Murabaha Dalam Penentuan Harga Dan Margin Pembiayaan Pada BMT 

di Tulungagung, Jurnal IAIN Tulungagung, Vol.4, No.1 Juni 2018. 
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pada PT.PNM Mekaar Syariah. Berdasarkan 

hasil studi menemukan bahwah pada umumnya 

PT.PNM Mekaar Syariah di Banuhampu 

pembiayaan murabahah kabupaten dan tanda 

agunan yang di salurkan oleh PT.PNM Mekaar 

Syariah berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

perempuan prasejahtera di kecamatan 

Banuhampu dari sebuah perspektif ekonomi. 

Persamaan dari penelitian penulis sama-sama 

mengunakan metode penelitian kualitatiaf serta 

menggunakan metode pengumpulan data 

dengan cara obsevasi dan wawancara dan 

tempat penelitiannya sama-sama di PT.PNM 

Mekaar Syariah. Perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah penulis 

lebih terfokus dengan analisis penerapan 

margin akad murabahah  pada pembiayaan di 

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar 

Syariah Cabang  Kec.  Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah
16

 

 

                                                             
16 Deni Saputri, Miswardi, & Nasfi, The Economic Impact Of  

Murabahah Financia On PT. PNM Mekaar Syariah In Increasing The 

Welfare Of Pre-Prospered Women,jurnal  Of Business and Social 

Science,Vol. 1. No.1. (2021) . 
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 Metode Penelitian G.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan penulis 

adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan 

di lingkungan masyarakat tertentu, baik 

dilembaga organisasi masyarakat maupun 

lembaga sosial pemerintah. Penelitian ini 

juga menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research), karena 

dalam penelitian ini bahan dan data-data 

yang diperlukan berupa buku, jurnal, 

kamus, dokumen dan sebagainya.
17

 

b. Pendekatan Penelitian  

1) Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif, 

penelitian kualitatif merupakan 

penelitian data yang dikumpulkan dan 

dinyatakan dalam bentuk kalimat dan 

gambar. Pendekatan deskriftif 

merupakan data yang dikumpulkan 

bukan dalam bentuk angka, non 

                                                             
 

17
 Hadari Nawawi,  Metode Penelitian Bidang Sosial,( 

Yogyakarta: YUGM Pers, 1991)h.3 
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hipotesis tetapi memberi gambaran 

secara jelas berdasar keadaan dan 

kenyataan yang ada. 
18

 

2) Dalam peneltian ini penulis berusaha 

mengambarkan dan memberikan 

informasi tentang penerapan margin 

murabahah pada pembiayaan PT. 

Permodalan Nasional Madani Mekaar 

Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi 

Kab. Bengkulu Tengah. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilakukan mulai 

pada tanggal 29 Desember sampai dengan 

30 April 2022. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di PT. 

Permodalan Nasional Madani Mekaar 

Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah. Alamat tempat 

penelitian di Jln. Raya Bengkulu- Curup, 

                                                             
 

18
 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi 

(Jakarta :Gelora Aksara, 2009), h. 12-15 
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Desa Durian Demang, Kec. Karang Tinggi 

Kab. Bengkulu Tengah.  

3. Informan Penelitian  

a. Teknik penentuan informan penelitian 

yang penulis gunakan dalam penelitia ini 

adalah teknik penentuan informan yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 

teknik purposive sampling, purposive 

sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan mempertimbankan hal-hal 

tertentu, yaitu orang yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang peneliti harapkan 

untuk menjawab rumusan masalah.
19

 

b. Dalam penelitian ini yang menjadi 

informan yaitu Kepala Cabang dan Wakil 

Kepala Cabang PT. Permodalan Nasional 

Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang 

Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu 

Tengah. 

 

 

                                                             
 

19
 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan 

Bimbingan Konsling (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h. 29 
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4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

 a. Sumber Data  

1) Data Primer 

 Data primer adalah data yang 

diproleh dengan cara melakuakan 

wawancara langsung dengan objek 

penelitian yaitu Kepala Cabang dan 

Wakil Kepala Cabang PT. Permodalan 

Nasional Madani Mekaar Syariah 

Cabang Kec. Karang Tinggi  Kab. 

Bengkulu Tengah.  

2) Data Sekunder 

 Data sekunder yang merupakan 

suatu data yang menggunakan buku, 

artikel, koran, dan lainnya yang 

berkaitan dengan bahasan penelitian. 

Sebab penulis juga membutuhkan buku 

sebagai panduan penelitian dan 

penyempurnaan penelitian ini. 

b. Teknik Pengumpulan Data  

1) Observasi  

 Metode observasi adalah suatu 

gambaran yang riil pada suatu 

peristiwa atau kejadian untuk mejawab 
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pertanyaan dari peneliti dengan cara 

menggumpulkan atau medapatkan 

informasi dari tempat observasi 

tersebut.
20

 

Jadi, observasi dalam penelitian 

ini adalah dengan melakukan 

pengamatan secara langsung dilapangan 

untuk mendapatkan gambaran secara 

nyata tentang kegiatan yang diteliti di 

PT. Permodalan Nasional Madani 

Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. 

2) Wawancara 

 Wawancara adalah proses 

memperoleh penjelasan untuk 

menggumpulkan informasi dengan 

menggunkan cara tanya jawab bisa 

sambil bertatap muka yaitu melalui 

media komunikasi antara pewawancara 

dengan orang lain yang diwawancarai. 

Metode yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, yaitu tentang 

sebuah isu atau tema yang diangkat 

                                                             
20

Wiratna Sujarmen, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 

(Yogyakarta: Puataka Baru Press, 2015), h. 32 
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dalam penelitian atau merupakan 

proses memproleh keteranagan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan terlihat 

dalam kehidupan sosial yang lama di 

PT. Permodalan Nasional Madani 

Mekaar Syariah Cabang Kabupaten 

Bengkulu Tengah. Wawancara ini 

dilakukan untuk menggali data tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan 

penerapan margin akad murabahah 

pada pembiayaan di PT. Permodalan 

Nasional Madani Mekaar Syariah 

Cabang Kec. Karang Tinggi  Kab. 

Bengkulu Tengah.   

3) Dokumentasi  

 Dokumentasi berasal dari kata 

dokumen yang berarti bahasa latin yaitu 

docere yang berarti mengajar. Dalam 

bahasa Inggris disebut document yaitu 

“something written or printed, to be 

used as a record or evidence”,atau 

sesuatu tertulis atau dicetak untuk 



 
 

23 
 

digunakan sebagai sesuatu catatan atau 

bukti. Secara bebas dapat 

diterjemahkan bahwa dokumen 

merupakan rekaman kejadian masa lalu 

yang tertulis atau dicetak, dapat berupa 

catatan aneka data, surat, buku harian 

dan dokumen-dokumen.
21

 

Dalam penelitian ini dokumentasi 

dilakukan dengan cara mengambil data dari 

dokumen yang ada, bisa berupa surat kabar, 

majalah, buku teks dan sumber-sumber 

penunjangan lainya yang dijadikan sebagai 

refrensi penulis yang berkaitan dengan 

penerapan margin akad murabahah pada 

pembiayaan di PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi  Kab.  Bengkulu Tengah.  

5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif, melihat konsep yang diberikan oleh 

Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan 

                                                             
21

 Djam’an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2014) h.146 
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bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan langsung secara 

terus-menerus sampai tuntas dan mendapatkan 

hasil penelitian yang sesuai, sehingga dapat 

dikatakan penelitia tersebut  sudah jenuh. 

Tahap-tahap dari anaisis data dalam 

penelitian ini adalah:
22

 

a. Data Reduction (Redukasi Data) 

1) Pengumpulan data 

2) Pengelompokan data  

3) Memilah dan memilih data  

b. Data Display (Penyajian Data) 

1) Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan dan 

sejenisnya  

2) Memeudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami 

c. Data Cunclusion Drawing atau Verification 

(penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) 

Untuk menarik kesimpulan tentang 

penerapan margin akad murabaha pada 

                                                             
 22 Djam’an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian 

Kualitatif.., h.218-220 
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pembiayaan PT. Permodalan Nasional 

Madani Mekaar Syariah Cabang Kec. 

Karang Tinggi  Kab. Bengkulu Tengah. 

H. Sistematika Penulisan  

Dengan tujuan untuk mendapatkan pembahasan 

yang sistematika sehingga dapat dipahami secara teratur 

maka penulis menggunakan sistematika yang diharaapkan 

dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan 

sejak awal. 

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai 

berikut:  

Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batas masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Karena 

pada Bab I ini yang menghantarkan pada pebicaraan 

penelitian ini mulai dari latar belakang sampai 

sistematika pembicaraan dapat mengantarkan dan 

mempermudah dalam mengadakan penelitian ini dan 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Bab II, membahas tentang wacana seputar 

pengertian penerapan, pengertian margin, pengertian 

akad, pengertian akad murabaha, rukun dan syarat 

murabahah, Macam-Macam murabahah,Manfaat 

Murabahah, Landasan Syaraiah Murabahah, Landasan 
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Positif Murabahah, Penerapan Skema Akad Murabahah 

dan Kerangka Konseptual. 

Bab III, mendeskripsikan tentang gambaran umum 

PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi 

Kab. Bengkulu Tengah yang meliputi sejarah singkat PT. 

PNM Mekaar Syariah, visi dan misi perusahaan, strukur 

organisasi serta produk PNM Mekaar Syariah. Gambaran 

tersebut digunakan untuk memerjelas obyek penelitian 

sehingga pembahasan penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Bab IV, Pada bab ini meliputi hasil penelitian, bab 

ini membahas tentang penerapan margin akad murabahah 

pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. 

Bab V, Adalah penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data pada 

penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana 

penerapan Margin Akad Murabahah pada Pembiayaan 

PNM Mekaar Syariah Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

  Pengertian Penerapan A.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI)
23

. 

penerapan adalah perbuatan menerapkan,sedangkan 

menurut beberapa ahli berpendapat penerapan adalah 

suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan 

hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentigan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau 

golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah 

tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun 

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang 

telah  durumuskan. 

 

 

                                                             
 

23
( KBBI Online) https://www.kbbi.web.id 
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 Margin Keuntungan B.

1. Pengertian Margin 

Keuntungan adalah kelebihan seluruh 

pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode 

tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang 

disajikan dalam bentuk laporan keuntungan rugi.
24

  

Keuntungan dalam bahasa arab disebut dengan 

al-ribh yang berasal dari kata rabiha memiliki arti 

tambahan atau pertumbuhan.
25

 Sedangan menurut 

Islam keuntungan adalah hasil yang diperoleh 

perusahaan atau pedagang atas penjualan suatu 

barang yang tidak dilarang dalam syara’. Mengenai 

pengambilan keuntungan para ulama berbeda 

pendapat dalam menentukan keuntungan yang dapat 

menzalimi orang lain. Berikut beberapa pendapat 

para ulama : pertama, pengambilan keuntungan 

ditentukan dari harga pasar jika pengambilan 

keuntungan melebihi harga pasar maka dapat 

dikatakan pedagang telah berbuat zalim, kedua, 

keuntungan  yang melebihi sepertika dari modal 

termasuk dalam perbuatan zalim, ketiga, jika 

                                                             
 24 Wika Andriani,” Ambang Batasan Keuntugan Dalam 

Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam”, Skripsi 

IAIN Bengkulu,2020. 

 
25

 Ibnu Manzhur, Lisan Arab Jilid II, Dar al-Ma’arif,t.t 
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keuntungan yang diproleh melebihi seperenam modal 

maka ini termasuk dari perbuatan zalim.
26

 

Bank Syariah menetapkan margin keuntungan 

terhadap  produk-produk pembiayaan yang berbasis 

natural certainly contracts (NCC), yakni akad bisnis 

yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari  

jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti 

pembiayaan murabaha, ijarah muntahia bit tamlik, 

salam dan istishna. 

Secara teknik yang dimaksud margin 

keuntungan  adalah persentase tertentu yang 

ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan 

secara hari maka jumlah hari dalam setahun 

ditetapkan 360 hari perhitungan margin secara 

bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Menurut 

Ridwansyah, dalam bukunya bertujuan mengenai 

isitilah-sitilah dalam perbankan syariah, margin 

selisih antara harga perolehan barang oleh bank 

dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah.
27

 

Menuerut Sri Dewi Anggadini dalam jurnal 

ilmiah UNKOM Margin adalah kenaikan bersih dari 
                                                             
 

26
 Novitri Nanda Sari & Amimah Oktarina,” Analisis Pemikiran 

Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli, 
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aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang 

mengalami peningkatan nilai selama periode yang 

dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga 

bisa diproleh dari pemindahan saling tergantug 

insindental yang sah dan yang tidak saling 

tergantugan, kecuali transfer yang tidak saling 

tergantungan dengan pemegang saham, atau 

pemegang-pemegang saham, atau pemegang-

pemegang rekening rekening investasi tak terbatas 

dan yang setara dengannya.
28

 

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa margin adalah selisih harga 

perolehan atas barang yang dijual kembali dengan 

masyarakat keuntugan atas persentase tertentu 

dengan pembayaran ditetapkan pertahun, bila 

dihitung harian dalam setahun 360 hari dan bila 

dihitung perbulan sebanyak 12 bulan. 

2. Penerapan Margin 

Bank menerapkan margin keuntungan terhadap 

produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural 

Certainty Contract (NCC), yakni akad bisnis yang 

memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi 

                                                             
28

 Sri Dewi Anggraini, Penerapan Margin Pembiayaan 
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Vol. 9 No. 2 (Maret 2011), h. 187-198 
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jumlah (amount) mampu waktu (timing), seperti 

pembiayaan murabahah,  

Pada mumnya, nasabah pembiayaan melakukan 

pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul  

dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad 

murabahah, yakni jumlah pembiayaan( harga beli 

ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam 

perjajian pembiayaan. 

3. Referensi Margin Keuntungan 

Yang dimaksud dengan margin keuntungan 

adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam 

rapat ALCO Bank syariah. Penetapan margin 

keuntungan pembiayaan berdasarkann rekomendasi, 

usul dan saran dari tim ALCO Bank syariah, dengan 

mempertimbankan beberapa hal berikut;
29

 

a. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

Maksud dari Direct Competitor’s Market 

Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan 

rata-rata perbnkan syariah, atau tinkat margin 

keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 

diteteapkan dalam rapat ALCO sebagai 

kelompok kompetitor langsung, atau tingkat 

margin keuntungan bank syariah tertentu yang 
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ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai 

kompetitor  

b. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

Maksud dari Indirect Competitor’s Market 

Rate (ICMR) adalah tingkat suku buga rata-rata 

perbankan konversional, atau tingkat rata-rata 

suku bunga beberapa bank konversional yang 

dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok 

competitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata 

suku bunga bank konversional tertentu yang 

dalam rapat ALCO ditetapkan sebagi competitor 

tidak langsung yang terdekat. 

c. Expected Competitive Retrun For Investor 

(ECRI) 

Maksud dari Expected Competitive Retrun 

For Investor (ECRI) adalah target bagi hasil 

kompetitif yang diharapkan dapat diberikan 

kepada dana pihak ketiga. 

d. Acquiring Cost 

Maksud dari Acquiring Cost adalah biaya 

yang dikeluarkan oleh bank yang langsung 

terkait dengan upaya untuk memproleh dana 

pihak ketiga. 
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e. Overhead Cost 

Maksud dari Overhead Cost adalah biaya 

yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung 

terkait dengan upaya untuk memproleh dana 

pihak ketiga. 

Menurut wiroso, penentuan margin 

murabaha dapat dilakukan dengan  pendekatan 

lending rate bank konversional (menggunakan  

persentase). Pendekatan ini dipergunakan oleh bank 

syariah dalam menetukan margin, namun data atau 

komponen-komponen yang digunakan dalam proses 

menghasilkan persentase keuntungan berbeda dengan 

bank konversional. Data atau komponen tersebut 

antara lain:
30

 

a. Ekspektasi bagi hasil, menggunakan data rata-

rata bagi hasil yang lalu, yang diberikan bank 

syariah kepada pemilik dana ditambah dengan 

kenaikan yang akan diharapkan dan lebih akurat 

apabila data ini merupakan gabungan rata-rata 

bagi hasil beberapa bank. 

b. Keuntungan, merupakan keuntungan normal dan 

layak diharapkan oleh bank syariah, dan 
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keuntungan ini bukan spread seperti yang 

dilakukan bank konversional. 

c. Premi resiko, jika risk cost ini untuk menutup 

kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka 

nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan 

pendapatan bank syariah) 

4. Persyaratan Untuk Perhitungan Margin Keuntungan  

Margin keuntungan = f (plafod) hanya dihitung 

apabila   komponen-komponen- yang dibawah ini 

tersedia.
31

 

a. Jenis perhitungan margin keuntungan. 

b. Plafon pembiayaan sesui jenis.  

c. Jangan waktu pembiayaan  

d. Tingkat margin keuntungan pembiayaan Pola 

tagih atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok 

maupun margin keuntungan).  

5. Pengakuan Angsuran Harga Jual  

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga 

beli/haga pokok dan angsuran margin keuntungan. 

Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan 

menggunakan empat metode  

a. Metode Margin Keuntungan (Sliding) Margin 

keuntungan menurun adalah perhitungan marhin 
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keuntungan yang semakin menurun sesuai 

dengan menurunya harga pokok sebagai akibat 

adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah 

angsuran (harga pokok dan margn keuntungan) 

yang dibayarkan nasabah setiap bulan semakin 

menurun. 

b. Metode Margin Keuntungan Rata-Rata 

Margin keuntungan rata-rata adalah margin 

keuntungan menurun yang perhitungannya 

secara tettap dan jumlah angsuran (harga pokok 

dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap 

setiap bulan. 

c. Metode Margin Keuntungan Flat 

Margin keuntungan flat adalh perhitungan 

margin keuntungan terhadap nilai harga pokok 

pembiayaan secara dari suatu periode ke periode 

lainnya, walaupun baki debetnya menurun 

sebagi akibat dari adanya angsran pokok. 

d. Metode Margin Keutungan Annuitas 

Margin keuntungan annuitas adalah margin 

keuntungan yang diproleh dari perhitungan 

secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah 

suatu cara pengembalian pembiayaan dengan 
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pembayaran angsuran harga pokok dan margin 

keuntungan secara tetap. 

 Akad Murabahah  C.

1. Pengertian Akad  

Akad (ikatan, keputusan, atau  penguatan) atau 

perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat 

diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan 

nilai-nilai syariah.
32

 

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti 

sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk 

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 

sepertti wakalah, talak dan sumpah, maupun yang 

muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 

wakalah, dan gadai. 

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab 

(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) 

dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) 

dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh 

pada sesuatu. Rukun dalam akad ada 3 yaitu: 
33

 

a. Pelaku akad 

b. Objek akad  
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c. Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu 

ijab dan qabul 

 Pelaku akad haruslah orang yang mampu 

melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan 

mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada 

seseorang untuk merealisasikan akad sebagai 

perwakilan dari yang lain (wilayah). Objek akad 

harus ada ketika terjadi akad, haud sesuatu yang 

disyariatkan, harus bisa diserah terimakan ketika 

terjadi akad, dan ijab qabul harus jelas maksudnya, 

sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara 

ijab dan qabul. 

Syarat dalam akad ada 4 yaitu:
34

 

a. Syarat Berlakunya Akad (In’iqod) 

Syarat In’iqod ada yang umum dan khusus. 

Syarat umum harus selalu ada pada pelaku akad, 

objek akad dan shighah akad, akad bukan pada 

sesuatu yang diharamkan, dan akad pada 

sesuatuyang bermanfaat. Sentara itu, syarat 

khusus merupakan sesuatu yang harus pada 

akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua 

saksi pada akad nikah. 
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b. Syarat Sah Akad (Shihah) 

Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan 

secara syariah agar akad berpengaruh, seperti 

dalam akad perdagangan harus bersi dari cacat. 

c. Syarat Trealisasikannya (Nafadz) 

Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan(barang 

dimiliki oleh pelaku dan berhak 

menggunakannya) dan wilayah yaitu akad harus 

dilaksankan apabila tidak cacat. 

d. Syarat Lazim 

Syarat lazim, yaitu akad yang mengikat semua 

pihak yang terlibat, sehingga maasing-masing 

pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad 

kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. 

2. Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah 

 Penjelasan mekanisme pembiayaan meliputi 

ketetuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak 

nasabah mengajukan permohonan pembiayaan 

sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh 

nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu 

mempunyai kehusus dalam ketentuan dan 

prosedurnya.
35
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 Pembiayaan merupaka aktivitas bank syariahdalam 

meyalurkan daa kepada pihak lain selain bank 

berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunan 

dana.
36

 

 Pengertian pembiayaan menurut Muhamad 

Syafi’i Antonio adalah salah satu tugas pokok bank 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memeuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

defisit unit.
37

 

 Sedangkan menurut Kasmir pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

megembangkan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan mbalan atau bagi 

hasil.
38

 

 Berdasarkan pegertian di atas dapat dipahami 

bahwa pembiayaan merupakan piutang yang 
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diberikan lembaga keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan seseorang atau kelompok yang dibiayai 

atas dasar kepercayaan atau kesepakatan antara 

kedua belah pihak. 

 Salah satu skim fiqih yang paling populer 

digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah 

skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini 

lazim dilakuka oleh Rasulullah SAW, dan para 

sahabatnya, secara sederhana, murabahah berarti 

suatu penjualan barag seharga barang tersebut 

ditambah keuntungan yag disepakati. Jadi 

singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual. Akad ini 

merupakan salah satu bentuk natura certainly 

contract karena dalam murabahah ditentukan berapa 

required rate of profit-nya (keuntungan yang 

diperoleh).
39

 

 Murabahah yang diambil dari bahasa Arab dari 

kata ar-ribhu yang berarti kelebiha da tambah 

(keuntungan). Secara terminologi murabahah adalah 

pembiayaan yang saling menguntungkan yang 

dilakukan oleh Shahibul mal dengan pihak yang 
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membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan 

penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga 

jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan 

atau laba bagi shahibul mal dan pengembaliannya 

dilakuka secara tunai atau angsuran.
40

 

 Pada pasal 19 ayat (1) huruf d undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 menjelasakan bahwa :” yang 

dimaksud degan akad Murabahah adalah akad 

pembiayaan suatu barang dengan meegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang 

telah disepakati.
41

 

Muhamad Syafi’i Antonio mengemukakan bahwa , 

Bai’ al- Murabahah adalah jual beli barag pada harga 

asla dengan tambahah keuntungan yang disepakati. 

Dalam Bai’ al-Murabahah, penjual harus 

memberitahu harga produk yang ia beli dan 

menetuka suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahanya. 
42

 

 Menurut Islam, Murabahah adalah akad jual 

beli atas barang tertentu, dimana penjual meyebutkan 

harga pembelian barang kepada pembeli kemudia 
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menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan 

keuntungan yang diharapka sesuai jumlah tertentu. 

 Pendapat lain mengatakan murabahah adalah 

istilah Fiqig Islam yang bererti suatu bentuk jual beli 

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan 

barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain 

yang dikeluarkan untuk memproleh barang tersebut, 

dan tingkat keuntungan (margin) yang dinginkan
43

. 

Kepemilika barang akan berpindah kepada nasabah 

segera setelah perjanjian jual beli ditandatangai dan 

nasabah akan membayar barag tersebut dengan 

cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan 

sampai denga pelunasannya.
44

 

 Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau 

dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. 

Dalam aplikasi lembaga keuangan syariah, 

merupakan penjual atas objek barang dan aggota 

merupakan pembeli. Lembaga keuangan syariah 

meyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota 

dengan membeli barang dari suppliner, kemudian 

menjualnya kepada anggota degan harga yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan harga beli yang 
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dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. 

Pembayaran atas transaksi murabahah dapat 

dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat 

jatuh tempo atau melakuka pembayaran angsuran 

selama jangka waktu yang disepakati.
45

 

 Beberapa pengertian di atas, menjelakan 

bahwa Mekanisme pembiayaan akad Murabahah 

adalah ketentuan dan syarat yang harus dilakukan 

nasabah dalam megajukan permohonan pembiayaan 

denga suatu perjanjian jual beli antara penjual dan 

pembeli dengan penjual memberitahukan harga 

barang tersebut da berapa margin yang diinginkan 

oleh penjual, dengan adanya negosiasi antara penjual 

dan pembeli maka diperoleh suatu kesepakatan harga 

dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan dan 

pembayaranya dapat dilakuka dengan cara tunai 

maupun angsuran. 

3. Landasan Hukum Murabahah 

1.a.  Landasan Syariah Murabahah 

 Murabahah merupakan akad jual beli yang 

diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-

dalil yang terdapat dalam Al-quran, Al-hadis, 

ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan 
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syariah) yang memperbolehkan praktek akad 

jual beli murabahah adalah sebagai berikut: 

a) Q.S an-Nisa (4) : (29) 
آ  تأَْكُلُوْٰٰلَٰٰا مَنُ وْاٰالَّذِيْنَٰٰايَ ُّهَآ  يٰ   

نَكُمْٰباِلْبَاطِلِٰاِلَّٰٰ ٰٓ  امَْوَالَكُمْٰبَ ي ْ  

 اَنْٰتَكُوْنَٰتَِِارَةًٰعَنْٰتَ راَضٍٰمِّنْكُمْٰ

ٰٓ  ٰانَْ فُسَكُمْٰٰآ  تَ قْتُ لُوْٰٰوَلَٰٰٓ    

كَٰانَٰبِكُمْٰ وَ ارَحِيْمًٰاِنَّٰاللّ   
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, jaganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka 

samasuka diantar kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesunguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”. 

  Ayat ini melarang segala bentuk 

transaksi yang batil. Di antara transaksi yang 
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dikatagorikan batil adalah yang mengandung 

bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem 

kredit konversional. Berbeda dengan 

murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan 

unsur buga, namun hanya menggunakan 

margin/ribh. Di samping itu, ayat ini 

mewajibkan untuk kebiasaan setiap transaksi 

murabahah harus berdasarkan prinsip 

kesepakatan antara para pihak yang dituangkan 

dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan 

dipahami segala hal yang menyangkut hak dan 

kewajiban masing-masing.
46

 

b) QS. Al-Baqarah (2) : ( 275) 

 الََّذِيْنَٰيأَْكُلُوْنَٰالرِّب واٰلَٰيَ قُوْمُوْنَٰاِلَّٰ

كَٰمَاٰيَ قُوْمُٰالَّذِيْٰيَ تَخَبَّطوُُٰالشَّيْط نُٰ  ا

ٓ  قاَلُوْٰٰباِنَ َّهُمْٰٰذ لِكَٰٰٓ  مِنَٰالْمَسِّٰٰ  
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اَٰا اللّ وُٰٰوَاَحَلَّٰٰٓ  الرِّب واٰمِثْلُٰٰالْبَ يْعُٰٰاِنََّّ  

ٰٓ  جَاءَۤهٰفَمَنْٰٰٓ  وَحَرَّمَٰالرِّب واٰالْبَ يْعَٰٰ
ىٰٓ  وْعِظَةٌٰمِّنْٰرَّبِّومَٰ ٓ  فَ لَوٰفَانْ تَ ه   

ٓ  وَامَْرهُٰٓ  سَلَفَٰٰمَاٰ ٓ  ٰاللّ وِٰٰاِلَٰٰٓ   

كَٰٰعَادَفَاٰوَمَنْٰٰ ول ىِٕۤ بُُُٰٰ النَّارِٰٰاَصْح   

هَاٰىُمْٰٰٓ  ٰ لِدُوْنَٰٰفِي ْ خ   
Artinya: 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa 

jual beli sama dengan riba. Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu 

menjadi miliknya dan urusannya( terserah) 
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kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya”
47

 

   QS.Al-Baqarah ayat 275 ini merujuk 

pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. 

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas 

dan keabsahan jual beli secara umum, serta 

menolok dan melarang konsep ribawi. 

Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah 

mendapat pengakuan dan legalitas dari syarat, 

dan sah untuk dirasionalkan dalam praktek 

pembiayaan bank syariah karena ia merupakan 

salah satu bentuk jual beli dan tidak 

mengandung unsur ribawi. 

c) Al-Hadist 

Dari Suhib ar-Rumi r.a bahwa rasulullah saw 

bersabda, ” Tiga hal yang di dalam terdapat 

keberkatan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah) dan mencampur 

                                                             
47

 Qur’an Tajwid Dilengkapi Terjemahan,(Jakarta: Maghfiroh 

Pustaka,2006), h. 47 
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gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah)
48

 

  Hadis riwayat Ibnu Majah ini 

merupakan dalil lain dibolehkannya 

murabahah yang dilakukan secara tempo. 

Namun demikian banyak ulama yang 

menggunakannya sebagai dalil untuk akad 

murabahah atau jual beli tempo. Ulama 

menyatakan bahwa keberkahan daam arti 

tumbuh dan menjadi lebh baik, terlebih pada 

jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun 

akad murabahah sebagaimana di sabdakan 

Rasulullah dalam hadis tersebut. Dengan 

menunjukan adanya keberkahan ini, hal ini 

mengindikasihkan diperbolehkannya praktik 

jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu 

juga dengan pembiayaan murabahah yang 

dilakukan secata tempo, dalam arti, nasabah 

diberi tenggang waktu untuk melakukan 

pelunasan atas harga komoditas sesui 

kesepakatan. 
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 Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 179-182. 
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d) Fatwa DSN MUI
49

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No;04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah menimbang, 

meningkatkan, memperhatiakan, memutuskan, 

menetapkan: Fatwa tentang Murabahah. 

Pertama: ketentuan umum Murabahah dalam 

Bank  

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad 

murabahah yang bebas dengan riba. 

2. Barang yang diperjual belikan tidak 

diharamkan Syariat Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh 

harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan 

nasabah, dan pembelian ini harus sah dan 

bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian dilakukan 

secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut 

kepada nasabah (pemesan) dengan harga 

jual senilai harga beli plus keuntungannya. 

                                                             
49

 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang muranahah 
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Dalam kaitan ini bank atau pnm mekaar 

syariah harus memberitahu secara jujur 

harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah 

disepakati tersebut pada waktu jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalah 

gunaan atau kerusakan akad dengan 

nasabah. 

9. Jika bank atau pnm mekaar syariah hendak 

mewakilan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akan jual 

murabahah harus dilakukan setelah barang 

ada, secara prinsip, milik bank atau pnm 

mekaar syariah. 

Kedua: ketentuan murabahah kepada nasabah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan 

perjanjian pembelian suatu barang atau aset 

kepada bank  

2. Jika bank atau pnm mekaar syariah 

menerima permohonan tersebut, ia harus 

membeli terlebih dahulu aset yang 

dipesannya secara sah dengan pedagang. 
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3. Bank atau pnm mekaar syariah kemudian 

menawarkan aset tersebut kepada nasabah 

dan nasabah harus menerima (membeli) 

sesuai dengan perjanjia tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat 

kontrak jual beli. 

4. Dalam jual beli ini bank atau pnm mekaar 

syariah dibolehkan meminta nasabahuntuk 

membayar uang muka saat mendatangi 

kesepaktan awal pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli 

barang tersebut, biaya riil bank atau pnm 

mekaar syariah harus dibayar dari uang 

muka tersebut. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian 

yang harus ditanggung oleh bank atau pnm 

mekkaar syariah, bank atau pnm mekaar 

syariah dapat memita kembali sisa 

kerugiannya ke pada nasabah. 

7. Jika uang muka memakai kontak,urbun 

sebagai alternatif dari uang muka, maka: 

a) Jika nasabah memutuskan untuk 

membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 
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b) Jika nasabah batal membeli, uang 

muka menjadi miliki bank atau pnm 

mekaar syriah memaksimal sebesar 

kerugian yang ditanggung oleh bank 

atau pm mekaar syariah akibat 

pembata tersebut; dan jika uang muka 

tidak mencukupi, nasabah wajib 

melunasi kekurangannya. 

Ketiga: utang dalam Murabahah: 

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar 

nasaabah serius dengan pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untk 

menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

Keempat: utang dalam murabahah: 

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah 

dalam transaksi murabahah tidak ada 

kaitannya dengan transaksi ain yang dilakukan 

nasabah dengan pihak ketiga atas barang 

tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia 

tetap berkewajiban untuk menyelsaikan 

utangnya kepada bank. 



 
 

53 
 

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum 

masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera 

melunasi seluruh angsurannya. 

Kelima: perundangan pembayaran dalam 

murabahah. 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak 

dibenarkan menunda penyelsaian utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran 

dengan sengaja, atau jika salah satu pihak 

tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelsaiannya dilakukan melalui badan 

arbitrasi syariah setelah tidak 

tercapaikesepakatan melalui musyawarah. 

Keenam: bangkrut dalam murabahah 

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 

menyelsaikan utannya, bank harus menunda 

tagihan utang sampai ia menjadi sanggup 

kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 

b.  Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah mendapatkan 

pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-

undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan 

atas undang-undang nomor  7 tahun 1992 tentang 

perbankan. Ketentuan secara teknis dapat 
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dijumpai dalam pasal 36 PBI No.6/24/PBI/2004 

tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya 

menyatakan bahwa bank (pihak lembaga) wajib 

menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-

hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi 

penyaluran dana melalui prinsip jual beli 

berdasarkan akad murabaha. 

Di samping itu pembiayaan murabahah juga 

di atur dalam Fatwa Dewan SyariahNasional No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000. 

Fatwa DSN tentang murabahah tersebut 

meliputi:
50

 

1) Jaminan  

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu 

rukun atau persyarat yang harus dipenugi 

dalam akad murabahah, jaminan ini 

dibolehkan untuk diambil oleh pihak penjual 

sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi 

penyimpangan dalam penggunaan dana. 

Jaminan juga dimaksudkan sebagai bentuk 

keseriusan nasabah dalam proses pemesanan 

barang pada bank.  
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 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah,( Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), h. 76 
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2) Ketentuan Hutang  

Secara prinsip hutang yang terjadi dalam 

transaksi murabahah adalah antara nasabah 

(pemesanan) dan bank atau pnm mekaar 

syariah (penyedia barang). Nasabah tidak ada 

hubungan dengan orng ketiga (mitra bank 

atau pnm mekaar syariah) yang menyediakan 

barang. Oleh karena itu, bila terjadi 

keuntungan atau kerugian nasabah tetap 

mempunyai kewajiban pada bank atau pnm 

mekaar syariah untuk menyelsaikan 

hutangnya.  

3) Keadaan Bangkrut  

Jika pemesan yang berutang dianggap 

pailit (bangkrut) dan gagall menyelsaikan 

hutangnya, bank harus menunda tagihan 

hutannya sampai ia menjadi sanggup kembali. 

Atau bisa ditempuh jalan lain berupa: 

a) Melakukan pembiayaan ulang 

b) Penundaan pembayaran 

c) Perbaikan akad (remedial) 

d) Memperkecil angsuran dengan 

memperpajang waktu akad dan margin   

(rescheduling) 
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e) Memperkecil margin keuntungan. 

4. Rukun dan Syarat Akad Murabahah  

a. Rukun Murabahah 

Murabahah merupakan bagian dari jual 

beli ang di pebolehkan dalam islam.dalam 

pelaksanaan akad jual beli maka harus 

mengikuti syarat yang sudah di tetapkan oleh 

para ulama.adapun  untuk rukun jual beli 

murabahah itu sendiri antara lain:
51

 

1) Penjual(Ba’i) 

Adalah pihak bank yang membiaai 

pembelian barang yang di perlukan oleh 

nasabah pemohon pembiaian dengan 

sistem pembayaran yang di tangguhan. 

Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank 

membeli barang yang di perlukan nasabah 

atas nama bank itu sendiri
52

. Walaupun 

terkadang bank menggunakan media akad 

wakalah dalam pembelian barang, di mana 
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 Muahamad, Akad Pembiayaan di Bank Syraiah Panduan teknis 

Pembuatan Akad dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank 

Syariah,(Yogyakarta: UUII Press 2009), h.58 
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 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-
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si nasabah sendri yang membeli barang 

yang di iginkan atas nama bank.  

2) Pembeli (Musytari)  

Pembeli dalam pembiayaan 

murabahah adalah nasabah yang 

mengajukan permohonan pembiayaan ke 

bank. 

3) Objek Jual Beli (Mabi’) 

Yang sering dilakukan dalam 

permohonan pembiayaan murabahah oleh 

sebagian besar  nasabah adalah terhadap 

barang-barang yang tidak bertentangan 

dengan hukum islam.  

4) Harga (Tsaman) 

Harga dalam pembiayaan murabahah di 

analogikan dengan pericing atau plafond 

pembiayaan.  

5) Ijab dan kabul  

Dalam perbanka syariah ataupun 

lembanga keuangan syariah, yang 

oprasionalnya mengacu pada hukum 

islam,maka akad yang di lakukannya juga 

berdasarkan ketentuan hukm islam. Dalam 

akad biasanya memuat tentang spesifikasi 
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barang yang di ingikan nasabah, kesediaan 

pihak bank syariah harus memberitahukan 

harga pokok pembelian dan jumlah keutungan 

yang di tawarkan kepada nasabah (terjadi 

penawaran), kemudian penentuan lama 

angsuran apabila terdapat kesepakatan 

murabahah.  

b. Syarat Jual beli murabahah  

Syarat yang harus di penuhi dalam 

transaksi   murabahah meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Objek murabahah harus halal di perjual 

belikan dan harus ada pihak penjual (hak 

kepemilikan barang itu berada di tangan 

penjual). 
53

Meskipu barang itu belum ada 

pihak penjual,tetapi secara yuridis barang 

itu berada dalam kuasa penjual. Keuntungan 

dan resiko barang tersebut ada pada penjual 

sebagai kon sekuensi dari kepemilikan yang 

timbul dari akad yang sah. Keuntungan ini 

sesai degan kaidah, bahwa keuntungan yang 

terkait dengan resiko dapat mengambil 

keuntunganya.  
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 Muhamad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah di Indonesia, 

(Yogyakarta: Pustaka SM,2007), h.79. 
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2. Adanya kejelasan informasi mengenai 

besarnya modal dan biaya-biaya lain yang 

lazim di kluarkan dalam jual beli pada suatu 

komoditas, semua harus di ketahui oleh 

pembeli saat transaksi ini merupakan syarat 

yang sah pada akad murabahah.  

3. Adanya informasi yang jelas tentang 

ketentuan, baik nominal maupun persentase 

sehingga di ketahui pembeli sebagai salah 

satu syarat sah dalam murabahah  

4. Pada pebiayaan murabahah, penjual boleh 

menetapkan syarat pada pembeli unuk 

menjamin kerusakan yang tidak tampak 

pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti 

itu tidak di tetapkan, karena pengawasan 

barang merupakan kewaji ban penjual di 

samping untu menjaga kepercayaan yang 

sebaik-baiknya.  

5. Jual beli murabah tidak boleh di gantungkan  

dengan syarat apabila oenjualan tersebut 

terjadi di kemudian hari atau di gantungan 

syarat yang belum pasti (belum ada) maka 

akad murabahah itu batal. 
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6. Akad pertama (transaksi jual beli antara 

penjual dan pemasok) harus terjadi lebih 

dahulu sebelum terjadi beli antara bank dan 

nasabah. Barang harus sudah ada dalam 

kuasa penjual.  

5. Macam-Macam Murabahah 

Dalaam praktik perbankan syariah maupun 

di lembaga keuangan syariah, jual beli 

murabahah dapat di bedakan menjadi 4 yaitu:
54

 

a. Murabahah Tanpa Pesanan  

 Murabahah tanpa pesanan adalah jenis 

jual beli murabahah yang di lakukan dengan 

tidak melihat adanya nasabah yang 

memesan (mengajukan pembiayaan) atau 

tidak, sehingga penyediaan barang di 

lakukan oleh bank sendiri dan di lakukan 

tidak terkait dengan jual beli murabahah 

sendiri.  

Dengan kata lain,dalam murabahah 

tanpa pesanan, bank syariah menyediakan 

barang atau persediaan barang yang akan 

diperjual belikan dilakukan tanpa 

memperhatikan ada nasabah yang membeli 
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 Djoko Mulyonto, Perbankan dan Lembaga Keuangan 

Syariah,(Yogyakarta:Andi, 2012),67. 
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atau tidak. Sehingga proses pengadaan 

barang dilakukan sebelum transaksi atau 

akad jual beli murabahah dilakukan. 

Pengadaan barang yang dilakukan bank 

syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa 

cara antara lain: 

1) Membeli barang jadi kepada produsen 

(prinsip akad murabahah) 

2) Memesan kepada pembuat barang atau 

produsen dengan pembayaran 

dilakukan secara keseluruhan setelah 

akad (prinsip akad salam) 

3) Memesan kepada pembuat barang atau 

produsen dengan embayaran yang 

dilakukan didepan, selama dalam 

masa pembuatan, atau setelah 

penyerahan barang (prinsip akad 

isthisna) 

4) Merupakan barang-barang dari 

persediaan mudharabah atau 

musyarakah. 

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan 

 Sedangkan yang dimaksud murabahah 

berdasarkan pesan adalah jual beli 
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murabahah yang dilakukan setelah ada 

pesanan dari pemesan atau nasabah yang 

mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi 

dalam murabahah berdasarkan pesanan, 

bank syariah melakukan pengadaan barang 

dan melakukan transaksi jual beli setelah 

ada nasabah yang memesan untuk dibelikan 

barang atau asset sesuai dengan apa yang 

diinginkan nasabah tersebut. 

c. Murabahah Tunai 

 Murabahah Tunai adalah murabahah 

dengan cara pembayarannya sekaligus 

sesuai dengan harga yang telah disepakati 

keduanya. 

d. Murabahah Tagguh  

 Murabahah tangguh adalah murabahah 

denga cara pembayarannya dilakukan secara 

tangguh atau secara dicicil atau angsuran 

sesui dengan yang disepakati keduanya. 

6. Manfaat Murabahah 

a. Bagi Bank 

1) Manfaat pembiayaan murabahah bagi 

bank adalah untuk salah satu bentuk 

penyaluran dana. 
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2) Untuk memperoleh pendapatan 

dalambentuk margin. 

b. Bagi Nasabah 

1) Sendangkan manfaat bagi nasabah 

penerima fasilitas adalah merupakan 

salah satu cara untuk memproleh barang 

tertentu melalui pembiayaan dari bank. 

2) Nasabah dapat mengangsur pembayaran 

dengan jumlah angsuran yang tidak 

akan berubah sesuai dengan masa 

perjanjiannya. 
55

  

7. Penerapan dan Skema Murabahah 

Murabahah merupakan skema fiqh 

muamalah yang paling populer diterapkan dalam 

perbankan atau pnm mekaar syariah. Murabahah 

dalam perbakan syariah atau pnm mekaar 

syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan 

dengan mengamil bentuk transaksi jual beli 

barang antar peminjam dengan nasabah dengan 

cara pembayaran diangsur atau dicicil. Dalam 

perjanjian murabahah,peminjam membiayai 

pembelian barang itu dari pemasok atau supplier 
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Murabaha Dalam Penentuan Harga Dan Margin Pembiayaan Pada BMT 

di Tulungagung, Jurnal IAIN Tulungagung, Vol.4, No.1 Juni 2018. 
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barang dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah tersebut dengan menambahkan suatu 

margin atau keuntungan.
56

Murabahah 

sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan 

syariah atau pnm mekaar syariah, pada 

prinsipnya didasarkan pada (2) elemen pokok, 

yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan 

kesepakatan atas keuntungan. Ciri dasar kontrak 

pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: 

a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang 

biaya-biaya terkait dan harga pokok barang 

dan batas mark-up harus ditetapkan dalam 

bentuk perrsentase dari total harga plus biaya-

biayanya. 

b. Apa yang dujual adalah barang atau 

komoditas dan dibayar dengan uang.. 

c. Apa yang diperjual-belikan harus ada dan 

dimiiki oleh penjual atau wakilnya dan harus 

mampu menyerahkan barang itu kepada 

pembeli. 

d.  Pembayarannya ditangguhkan.  
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Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya 

dalam Tata Hukum Perbankan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 1999), h. 
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 Bank atau lembaga keuangan syariah 

bertindak sebagai penjual sementara nasabah 

sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli 

bank dari produsen atau supplier ditambah 

keuntungan. Kedua bela pihak harus 

menyepakat harga jual tersebut dan jangka 

waktu pembayaran. Harga jual ini 

dicantumkan dalam akad jual beli dan jika 

telah disepakati, tidak dapat dapat berubah 

selama nasabah belum selesai melunasi 

angsuran pembayaran. Barang atau objek 

harus diserahkan segera kepada nasabah, dan 

pembayarannya dilakukan secara 

mengangsur. 
57
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 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : 

Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta :Ekonomisia, 2004), h.63 
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Gambar 1.1. Skema Akad Murabahah:
58
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 Berdasarkan gambar alur transaksi 

murabahah diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Dimulai dari pengajuan permohonan 

pembelian barang oleh nasabah. Pada 

saat itu, nasabah menegosiasikan harga 

barang, margin, jangka waktu 

pembayaran, dan besar angsuran 

perbulan dengan baik. 

                                                             
58 Sunarto Zulkifli, Transaksi Perbankan Syariah. :Panduan 

Praktis, ( Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007), h.56 
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2. Bank sebagai penjual selanjutya 

memplajari kemampuan nasabah dalam 

membayar angsuran/pembiayaan 

murabahah. Apabila rencana pembelian 

barang tersebut disepakati oleh kedua 

belah pihak  (nasabah dengan bank), 

maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad 

murabahah setidaknya mencakup 

berbagai hal agar rukun murabahah 

dipenuhi dalam transaksi jual beli yang 

dilakukan. 

3. Setelah akad disepakati pada pembiayan 

murabahah dengan pesanan, bank 

selanjutnya melakukan pembelian barang 

kepada suplie dalam pembiayaan 

murabahah pesanan dapat diakilkan 

kepada nasabah atas nama bank. 

Dokumen pembelian barang tersebut 

diserahkan oleh pemasok kepada  bank. 

4. Barang yang diinginkan oleh pembeli 

selanjutnya diantar oleh pemasok kepada 

nasabah pembeli. 

5. Setelah menerima barang, nasabah 

pembeli selanjutnya membayar kepada 
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bank. Pembayaran kepada bank biasanya 

dilakukan dengan mencicil sejumlah 

uang tertentu selamanya jangka waktu 

yang disepakati sesuai dengan 

pembiayaan murabahah. 
59

 

  Ekonomi Islam  D.

Murabahah sebagai akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga prolehan dan keuntungan yang 

disepakti oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan 

murabahah, tingkat keutungan harus disepakat terlebih 

dahulu diawal akad. Dengan kata lain, penjual harus 

memberitahu kepada pembeli tentang harga pembeli 

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambah pada biaya tersebut. Transaksi pembiayaan 

murabahah dapat dikatakan sah secara Islam menurut 

fiqh karena lembaga keuangan baik bank maupun non 

bank telah lebih duluh memperbolehkan barang untuk 

dijual kembali dengan mendapatkan suatu keuntungan.
60

 

Dalam Penentuan margin, Islam tidak 

menentuakan kadar tertentu atau membatasi 
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 Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan 

Praktik Kontemporer   (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.186-185 

 
60

Solikhatul Rokhmah, Analisis Hukum Islam Terhadap 

Penerapan PSAK NO.102 Pada Penetapan Margin Murabahah Di KSPPS 

BMT Bina Umat Mandiri Tegal, Skripsi Pada fakultas syariah dan hukum 

universitas Isam Negeri Walisongo Semarang 2017. 
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pengambilan margin. Islam hanya memberikan rambu-

rambu bahwa penentuan margin hanya saja tidak 

mengandung  unsur- unsur sebagai berikut: 

1. Sepertiga dari modal 

  Menurut Ulama Maliki berpendapat 

dalam etika jual beli  batas maksimal pengambilan 

laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. 

Mereka menqiyaskan (analogi) dengan harta 

wasiat, dimana syaria’t membatasi maksimal harta 

dari sepertiga dalam harta, sebab wasiat yang 

melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris. 

Begitu pula laba yang berlebihan akan merugikan 

para konsumen (Pembeli). Oleh sebab itu, laba 

tertinggi tidak boleh melebihi dari sepertiga 

modal/ harga pokok. 

  Dalam buku Fikih Empat Madzhab 

menurut Imam Malik, apabila terdapat laba 

mencolok (ghabn fahisy) bahwa barang tidak 

dikembalikan karena laba yang melampaui adat 

kebiasaan kecuali dalam beberapa hal sebagai 

beriku:
61

 

a.  Penjual dan pembeli sebagai wakil yang diberi 

wasiat. Jika terdapat laba mencolok maka 
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transaksi dikembalikan sehingga pembeli 

(orang yang mewakilkan) harus 

mengembalikan barang. Berkenaan dengan 

masalah ini jika seseorang mewakilkan orang 

lain untuk membelikan suatu barang kemudian 

ia membelinya dengan kerugian besar atau ia 

“main mata” dengan penjual maka yang 

mewakilkan mempunyai hak untuk 

mengembalikan barang itu jika barang tersebut 

tetap atau tidak mengalami perubahan. Apabila 

barang tersebut mengalami perubahan maka ia 

mempunyai hak untuk membebankan kepada 

penjual dengan tambahan di dalamnya ia 

dirugikan. Apabila tidak mungkin maka 

dibebankan kepada wakilnya yang telah 

membelikan barang tersebut. Begitu juga 

dengan penjual yang mewakilkan temannya 

untuk menjualkan barang miliknya, ia 

mempunyai hak untuk meminta kembali 

barang tersebut. Apabila tidak mungkin maka 

kekurangan harga dibebankan kepada pembeli. 

Apabila tidak mungkin maka dibebankan 

kepada wakilnya yang telah menjualkan barang 

miliknya. Terjadi perbedaan pendapat antara 
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ulama tentang ghabn fahisy yaitu jika barang 

yang dijual dengan harga sepertiga lebih murah 

dari harga biasanya atau sepertiga lebih mahal 

dari biasanya maka disebut dengan ghabn 

fahisy (laba mencolok) tetapi yang lebih kuat 

ialah pendapat yang mengatakan bahwa ghabn 

fahisy ialah ketika barang mengalami kenaikan 

signifikan (bagi para pembeli) atau 

pengurangan signifikan (bagi para penjual). 

b.  Pembeli menyerahkan harga kepada penjual 

dengan mengatakan, “Juallah barang itu 

kepada saya dengan harga seperti yang 54 

engkau jual kepada orang-orang” atau penjual 

menyerahkan harga kepada pembeli, “Belilah 

dari saya barang ini dengan harga sama seperti 

orang-orang” Disini apabila penjual atau 

pembeli mendapat laba secara mencolok maka 

keduanya mempunyai hak untuk 

mengembalikan barang.  

c. Penjual dan pembeli saling percaya. Misalnya 

“jika harga sesuai dengan barang ini akan saya 

beli, atau akan saya jual.” Jika ternyata harga 

jauh lebih mahal, atau lebih murah maka boleh 

barang dikembalikan. Sebagian ulama 
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menfatwakan bahwa apabila harga barang 

lebih tinggi atau lebih rendah dari harga 

biasanya maka jual beli batal dengan syarat 

penjual telah menjualnya dalam keadaan 

mengetahui adanya ghabn, atau pembeli telah 

membeli dalam keadaan mengetahui ghabn, 

sementara barang tidak mengalami perubahan 

sampai satu tahun. 

2.  Penipuan,  

  Dalam Islam mengharamkan seluruh macam 

penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun 

dalam seluruh macam mu'amalah.  Seorang 

muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh 

urusannya, Sebab keikhlasan dalam beragama, 

nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha 

duniawi. 

Rasulullah SAW bersabda 

 :"Dua orang yang sedang melakukan jual-beli 

dibolehkan tawar-menawar selama belum 

berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan 

menjelaskan (ciri dagangannya), maka 

mereka akan diberi barakah dalam  

perdagangannya itu; tetapi jika mereka 

berdusta dan menyembunyikan (ciri 
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dagangannya), barakah dagangannya itu 

akan dihapus." (Riwayat Bukhari)
62

 

  Perbuataan menipu merupakan salah 

satu penyakit yang merusak hubungan antara 

manusia, perbuatan ini akan mengakibatkan 

hilangnya rasa saling mempercayai antara satu 

sama lain. Penipuan merupakan kejahatan yang 

dilakukan oleh seseorang dengan jalan 

membohongi orang lain atau tipu daya melihat 

secara melawan hak demi untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik 

itu barang maupun uang.
63

 Karena penipuan itu 

cenderung melakukan kebohongan dan merugikan 

orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu 

sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan 

dusta merupakan perbuatan yang rendah dan 

menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat 

menimbulkan kejahatan yang mendorong pada 

pebuatan dosa yang dilakukan bukan karena 

terpaksa. Dusta, curang, mengelabuhi, mengada-
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 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam 

Islam,( PT. Bina Ilmu, 1993 
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 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
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ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta 

dalam menyalahi kenyataan yang ada.
64

 

3. Riba 

 Riba menurut pengertian bahasa berarti az-

ziyâdah (ی ةاَدَالزِّ  ٓ  (yang berarti tambahan, tumbuh 

dan menjadi tinggi. Yang dimaksud di sini adalah 

tambahan atas modal, baik penambahan itu sedkit 

ataupun banyak. Riba dalam Islam adalah suatu 

ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan 

jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. 

Untuk besaran bunga yang diberikan biasanya 

mengacu pada suatu persentase tertentu yang 

dibebankan kepada peminjam. 
65

 

 

 

 

 

 

                                                             
 64 Yususf Qaradhawi. Halal dan Haram, (Bandung: Jabal,2007), 
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65
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 12. PT Al Maarif, Bandung, 

1985, h. 11, sedangkan di dalam kitab al Qamus (cet. As Sa’adah, Mesir, 

1332 H, h. 332) disebutkan : riba-yarbu-ribaaan, artinya : bertambah dan 

berkembang. 
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     Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu 

Yahya Al-Anshary didefinisikan sebagai berikut, 

yang artinya: 

"Riba adalah suatu akad pertukaran barang 

tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut 

timbangan syara’ yang terjadi saat akad 

berlangsung atau akibat adanya penundaan serah 

terima barang baik terhadap kedua barang yang 

dipertukarkan atau salah satunya saja." (Syekh 

Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi 

Syarhi Manhaji al-Thullâb).
66

 

4. Kesepakatan (Ridha) 

  Dalam mengambil laba atau keuntungan 

tidaklah ditentukan batasan berapa laba maksimal 

yang boleh diambil atau berapa laba minimal yang 

harus didapat, dengan syarat pembeli tidak tertipu 

dengan harga jual sehingga ia tidak merasa di tipu 

dan harus saling ridho di antara keduanya dan 

Islam membolehkan seorang penjual mengambil 

laba sekalipun mencapai 100 persen dari modal 

atau bahkan lebih, dengan syarat tidak ada ghisysy 

atau penipuan harga maupun barang. Tingi 

rendahnya dalam penentuan persentase margin 
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keuntungan menurut islam adalah tergantung 

sepenunya pada kesepakatan bersama dari kedua 

belah pihak dan tidak boleh juga ada unsur gharar 

yaitu ketidak jelasan mengenai margin  yang 

bertansaksi yaitu antara penjual dan pembeli.
67

  

 Syaikh Muhammad bin Sholeh Al „Utsaimin 

berkata, “Keuntungan itu tidak dibatasi. Boleh saja 

diambil keuntungan 10, 20, 25% atau lebih dari 

itu, asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual 

belinya. Besarnya keuntungan di sini dibolehkan 

selama tidak ada ghoban (pengelabuan). Islam 

tidak memberikan batasan tertentu dalam 

mengambil untung. Islam hanya memberikan etika 

bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi 

pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan-

kecurangan, sedangkan bagi konsumen harus 

memahami produk dan harga yang dibutuhkan.68 
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Prof. Dr.Abdul Aziz Muhamad, Fiqih Muamalat Sistem 

Transaksi Dalam Islam, (Jakarta:Azama, 2010)  
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  karena pada dasarnya dalam islam tidak 

ada larangan  menegenai batasan pengambilan 

keuntungan oleh penjual, yang penting adanya 

kesepaktan dan saling ridha antara penjual dan 

pembeli.69 

Sebagai firman Allah SWT : 

ٰآ  تأَْكُلُوْٰٰلَٰٰا مَنُ وْاٰالَّذِيْنَٰٰايَ ُّهَآ  يٰ 
نَكُمْٰٰامَْوَالَكُمْٰ ٰانَْٰٰٓ  بَاطِلِٰاِلَّٰباِلْٰٰبَ ي ْ

ٰٓ  ٰمِّنْكُمْٰٰتَ راَضٍٰٰعَنْٰٰتَِِارَةًٰٰتَكُوْنَٰ
وَٰٰاِنَّٰٰٓ  ٰانَْ فُسَكُمْٰٰآ  تَ قْتُ لُوْٰٰوَلَٰ ٰاللّ 

رَحِيْمًاٰبِكُمْٰٰكَانَٰ  
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu saling  memakan   harta 

sesamamu dengan  jalanyan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
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Menurut Hukum Islam”, Jurnal El-Qanuny Vol.4 No. 1.(Juni 2018), h.88-
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yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu”. Q.S An-Nisa (4) : (29).
70

 

 Kerangka Konseptul E.

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana  Penerapan Margin Akad 

Murabahah Pada Pembiayaan Di PT. Permodalan 

Nasioanal Madani Mekaar  Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi  Kab.Bengkulu Tengah dan apakah Penerapan 

Margin Akad  Murabahah pada pembiayaan di PT. 

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang 

Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah Sesuai 

Dengan Ekonomi Islam. Berdasarkan analisis di atas, 

maka kerangka konseptual penelitian ini ditujukan pada.    

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

70
Depertamen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Asbabun 

Nuzul, Surakarta:CV. Al-Hanan,2009, h.83. 
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Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. PNM Mekaar Syariah 

Penerapan 

Margin Akad Murabahah Ekonomi Islam 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan  

1. Sejarah PNM Mekaar Syariah 

PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) atau 

PNM adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia 

yang bergerak dibidang jasa keuangan. Perusahaan 

ini didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Juni 

1999 dan bertujuan membuat pengembagan usaha 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
71

 

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di 

Idonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada 

tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan 

keuatan sektor usaha mikro, kecil, menegah dan 

koperasi dan prospek potensinya dimasa depan. Nilai 

strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah 

dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani 
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(Persero) pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN 

yang mengembang tugas khusus memberdayakan 

usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 

(UMKMK) 

Tugas pemberdayaa tersebut dilakuka melalui 

penyelenggaraan jasa pembinaan dan jasa 

manajeman UMKMK, khususnya merupakan 

kontribusi terdapat sektor rill, guna menunjukan 

perubahan pengusaha-pengusaha baru yang 

mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan 

lapangan kerja.  

PT. Permodalan Nasional Madani didirikan 

sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan 

berdasarkan peraturan pemerintahan RI No.38/1999 

tanggal 29 Mei 1999. Beberapa bula kemudian, 

melalui Kep Mekeu No.487 KMK017 tanggal 15 

Oktober 1999, sebagai pelaksanaan undang-undang 

No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu 

BUMN Koordiator untuk menyalurkan dan 

mengelolah 12 skim kredit program.
72

 

Tugas utama PNM adalah memberikan solusi 

pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, 

koperasi  (UMKMK) dengan kemampuan yang ada 
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berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi 

pasar. Dengan pengembangan modal lembaga 

keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan 

yang dilakukan PNM tidak seperti pendekatan 

perbankan. Penguatan manajeman juga diberikan 

oleh PNM sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan penguatan permodalan dalam 

oprasional, kebijakan PNM ini berkerja sama dengan 

penguatan permodalan. Dalam oprasinya, kebijakan 

PNM ini berkerja sama dengan lembaga-lembaga 

keuangan seperti modal lembaga venture, bank 

umum/syariah, koperasi simpan pinjam, BPRS/S, 

maupun lembaga keuanga mikro/syariah lainnya 

diseluruh provinsi Indonesia. Direktur Sales & 

Disteributor Bank Syariah Indonesia, Anton 

Sukarman mengatakan bentuk kerja sama 

pemanfaatan produk jasa dari kedua belah pihak ini 

diharapakan mampu meningkatka literasi dan inklusi 

lembaga keuangan syariah. agar dapat memberikan 

akses layanan syariah yang seluas-luasnya.
73

 

Sesuai SK Menteri keuangan RI No. 

487/KMK017/1999 tanggal 13 oktober 1999, PNM 
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telah ditetapkan menjadi salah satu BUMN 

koordinator penyaluran kredit program eks KLB 

yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia. 

Dengan dukungan pemerintah dan seluruh 

masyarakat Indonesia, PT. Permodalan Nasional 

Madani (Persero) dikelolah dengan prinsip-prinsip 

profesionalisme, transparasi, syariah dan good 

corporate governance siap melangkah memasuki era 

Indonesia baru, menuju masyarakat madani yang 

dicita-citakan.
74

 

PT. Permodalan Nasional Madani yang mana 

PT.  Permodalan Nasional Madani (Persero) ini 

terbagi menjadi dua pembiayaan yaitu UlaMM ( unit 

layanan modal mikra) dan Mekaar (membina 

ekonomi keluarga sejahtera). Pembiayaan UlaMM 

adalah untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan 

menengah, sedangkan pada pembiayaan mekaar 

untuk para ibu-ibu atau keluarga sejahtera yang 

berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu 

untuk membuka usaha karena tidak memiliki modal. 

Mekaar Syariah ini merupakan layanan pemberdayaa 

                                                             
74 Riska Oktarianti, “Penerapan PT. Permodalan Nasioanl Madai 

(Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Desa 

Terara”,Skripsi Pada Fakultas Ekoomi da Bisnis Islam Negeri (UIN) 

Mataram 2020 
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berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam 

yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan 

kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia yang ditunjukan bagi 

prempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro.
75

 

Sejak awal berdirinya, PNM telah merintis 

usaha pinjaman (kredit) modal kepada pelaku 

UMKM dengan mengemasnya dalam dua produk, 

yaitu unit layanan modal mikro (UlaMM) dan 

Membina ekomoni kelurga sejahtera (Mekaar).
76

 

UlaMM maupum Mekaar memiliki sasaran 

pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, 

dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada 

masyarakat diberbagai daerah. Para calon nasabah 

tidak perlu harus memiliki usaha lebih duluh saat 

pengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk 

mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor 

wirausaha. Terkait 2 pembiayaan PNM (UlaMM dan 

Mekaar) memiliki perbedaan dalam penerapannya 

PNM “ Khusus Mekaar, kami berikan bagi ibu-ibu 

yang rentang miskin, kenapa pilih ibu-ibu? Karena 

kami yakin kalau wanita bisa berdaya, keluarganya 
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bisa lebih sejahtera.” Mekaar Syariah menyasar para 

pelaku usaha kecil dengan cara melakukan sosialisasi 

langsung kepada masyarakat diberbagai daerah. para 

calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih 

duluh saat mengajukan pinjaman tetapi harus 

memiliki niat untuk membuka usaha. Langkah ini 

diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat 

dalam sektor wirausaha.
77

 

Peminjaman permodalan diberikan secara 

bertahap. Tim PNM (AO) diterjunkan langsug untuk 

melakukan pendamping usaha pada tiap asabah. Seai 

itu PNM juga melakukan penanaman nilai bagi setiap 

nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya serta 

disipli dalam mengangsur pinjaman.
78

 

2. Visi dan Misi PT. PNM Mekaar Syariah  

a. Visi  

Menjadi lembaga pembiayaan termuka 

dalam meningkatkan nilai tambah secara 

berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah 

koprasi (UMKMK) yang berdasarkan Good 

Corporate Governance(GCG) 
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b. Misi  

1) Meningkatkan kelayakan usaha dan 

kemampuan wirausaha mikro, kecil, 

menengah, koprasi. 

2) Meningkatkan akses pembiayaan usaha 

mikro, kecil, menengah, koprasi kepada 

lembaga keuangan baik bank maupun non-

bank dalam rangka perluasan lapangan 

kerja dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

3) Meningkatkan kreativitas dan 

produktivitas karyawan untuk menyapa 

kinerja terbaik dalam mengembangkan 

usaha mikro, kecil, menengah, koprasi. 

Untuk mewujutkan visi, misi dan 

tujuan perusahaan yang memegang kuat 

komitmen pada: 

a) Kualitas produk dan jasa  

b) Peusahaan bersih, transparan dan 

profesional 

c) Suasana kerja yang kondusif dan 

meningkatkan kompetensi SDM 
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3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan landasan kerja 

bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu 

perusahaan. Dimana struktur organisasi ini pada 

pokoknya mengandung penetapan batas-batas tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing 

karyawan perusahaan 

     Gamba 3.1 

Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA CABANG 

Linda Haryanti, SE 

Senior Account Officer 

(SAO) 1 

Nova Parmila 

Senior Account Officer 

(SAO) 2 

 Rosmiati 

Account Officer 

(AO) 

Novi 

 

Finacial and 

Administration Office 

(FAO) 

Dilmayanti 
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1. Pimpinan Cabang 

Fungsinya : 

a. Penanggung jawab jalannya oprasional kantor 

cabang karang tinggi  

b. Membuat kebijakan internal terkait dengan 

kebijakan disiplin dan kebijakan oprasional 

tusan persetujuan kredit perusahaan  

c. Menggambil keputusan persetujuan kredit dalam 

batasan wewenang kepada kantor unit. 

d. Mewakil kantor pusat dalam membanggun 

kerjasama bisnis dengan pihak eksternal. 

e. Memempin rapat komite kredit, komite SDM, 

komite resiko dan rapat umum lainnya 

f. Mewakilkan direksi dalam menyelsaikan 

permasalahan hukum yang terjadi di wilaya 

cabang karang tinggi. 

2. Senior Account Officer (SAO) atau Wakil kepala 

cabang 

Fungsinya : 

a. Mewakilkan kepala cabang karag tinggi dalam 

hal kepala kantor berhalanagan hadir. 

b. Perpanjangan tanggan dari kepala kantor untuk 

koordinasi kerja ke bagian suvermisi, SDM, 

kredit support, Accounting, IT. 
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c. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada 

unit kerja oprasional. 

d. Membuat kebijaka dan strategi pengembangan 

mekanisme kerja pada unit kerja oprasional. 

e. Bertanggung jawab terhadap pencairan 

pinjaman. 

3. Account Officer (AO) 

Fungsinya: 

a. Membuat strategi mencari pasar baru 

b. Memonitorng  kondisi dan kualitas debitur  

c. Bertanggung jawab terhadap kualitas debitu 

masing-masing 

d. Melakukan monitoring masing-masing debitur 

dalam periode tertentu 

e. Menganalisis permohonana kredit dari calon 

debitur 

f. Ikut serta dalam komite kredit 

4. Financial and Administration Officer (FAO) 

Fungsinya : 

a. Melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi 

oprasional kantor cabang diantaranya : 

1. Melakukan pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran dana terkait kegiatan kas 

oprasional pada LHTK (Laporan haeian 
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transaksi kantor) disertai dengan asli bukri 

nota/ kwitansi saat terjadinya transaksi 

2. FAO melakukan pencatatan pada Receipt 

Voucher (RV) saat terjadinya transaksi 

penerimaan kas oprasional dan from 

Payment Voucher (PV) pada saat terjadinya 

transaksi pengeluaran kas oprasional. 

b. Membuat laporan pengajuan dana pembiayaan 

kantor Mekaar (PDPKM) untuk pengajuan dana 

pencairan nasabah ke kantor pusat melalui 

sistem yang disediakan perusahaan 

c. melakukan penarikan dana pencairan melalui 

penarikan dana yang sudah ditranfer oleh kantor 

pusat ke rekening cabang 

d.  melakukan pencairan mewakilkan kepala 

cabang apabila kepala cabang mempunyai 

jadwal lapangan yang Full 

e. menerima uang pembayaran nasabah yang 

ditagih oleh AO dari PKM yang dilakukan di 

lapangan 

f. menyetor dana sesuai laporan harian transaksi 

kantor Mekaar ke Bank BRI setiap close daily 

g. melaku kan pemindah bukuan dana kantor 

cabang ke rekening kantor pusat 
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h. melaporkan kehadiran dan kebutuhan SDM 

kantor cabang kepada kantor pusat SDM (MMI). 

4. Prosedur mekanisme pelaksanaan penyaluran dana 

a. Menentukan Nasabah 

Dalam melakukan Praktik penyaluran dana 

mikro usaha yang dilakukan oleh PNM Mekaar 

Syariah terlebih dahulu mencari nasabah yang 

ingin melakukan pinjaman modal usaha. Dalam 

melakukan berbagai tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap pertama Acount Oficer (AO) 

melakukan marketing dengan mendatangi 

desa-desa untuk menawarkan produk usaha 

dengan sistem syariah 

2) Tahap selanjutnya nasabah yang berminat 

melakukan pembiayaan dana modal usaha 

harus berjumlah minimal 10 orang dan dib 

entuk kelompok. 

3) untuk kategori nasabah pihak PNM Mekaar 

Syariah yaitu prempuan berusia 21-63 

tahun, memiliki keterampilan di bidangan 

UMKM dan memilki KTP setempat. 

4) Nasabah yang ingin melakukan 

pembiayaan dana modal usaha harus 

memintak persetujuan suami atau saudara. 
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5. Pelatihan Pembiayaan  

Setalah semua persyarat terpenuhi 

tahap selanjutnya yaitu pelatihan 

pembiayaan oleh pihak PNM Mekaar, 

tahap ini dilakukan sebanyak 3 kali tahap. 

Adapun tahap tersebut sebagai berikut : 

a. Pelatihan pertama yaitu melakukan pembentukan 

ketua kelompok dan ketua SUB dengan 

jumlahnasabah minimal 10 orang per kelompok 

b. Tahap selanjutnya pelatih pembiayaan kedua 

yang meliputi materi terkait PNM Mekaar 

Syariah seperti penjelesan produk penyaluran 

dana modal usaha Mekaar Syariah 

c. Kemudian taham ketiga pelatihan pembiayaan 

pada tahap ini kepala KCP (Kantor Cabang 

Pembantu) menguji kelayakan para nasabah 

dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan. 

Tahap pengujian dilakukan dengan tujuan agar 

nasabah yang mengambil produk ini menger 

secara jelas terhadap pembiayaan dana modal 

usaha diperutukan untuk kegiatan usaha.   
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6. Akad-akad yang digunakan dalam PNM Mekaar 

Syariah 

a. Akad Murabahah  

Perjanjian jual-beli antara mekaar syariah/ 

pemberian pembiayaan dngan nasabah. Mekaar 

Syaria membeli barang yang diperlukan nasbah 

kemudian menjualnya kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah 

dengan margin keuntungan yang disepakati 

antara mekaar syariah dan nasabah. 

b. Akad Wakalah 

Pelimpahan kekuasaan oleh sebagai pihak 

ertama kepda orang lain sebagai pihak kedu 

dalam hal-hal yang diwakilkan . dalam hal ini 

mekaar syariah memberikan kuasa kepada 

nasabah untuk membeli barang sesuai yang 

dibutuhkan. penerapan akad wakalh pada 

pembiayaan modal usaha pihak PNM 

menyerahkan uang kepada nasabah untuk 

membeli barang sesuai dengan kebutuhan 

usahanya, namun tidak semua nasabah 

menggunakan uang tersebut untuk modal usaha 

ada juga yang menggunakan untuk biaya 
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sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

membeli keperluan lain di luar usaha. 

c. Wadiah  

Titipan nasabah yang harus dijaga dan 

dikembankan setiap saat nasabah yang 

bersangutan menghendak. PNM Mekaar Syariah 

bertaggung jawab atas pengembalian titipan 

tersebut. dalam prakteknya akad wadiah 

digunakan untuk memberikan kemudahan 

kepada nasabah daam bentuk simaan, jika di 

kemudian hari nasbah tidak bisa membayar 

angguran maka pihak PNM bisa mengambil 

tabungan nasabah untuk membayar agsuran.
79

 

7. Produk-Produk PT. PNM Mekaar Syariah 

Adapun produk yang ada di PT. PNM Mekaar 

Syariah yaitu: 

a. Produk Pembiayaan 

  Pembiayaan merupakan aktivitas 

pemberian dana atau modal usaha yang 

diberikan oleh PT. PNM Mekaar syariah untuk 

mendukung suatu usaha kecil yang butuh modal 

atau memiliki iat untuk membuka usah  baru. 
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Pembiayaan yang diberikan oleh PT. 

PNM Mekaar Syariah dengan menggunakan 

akad murabahah yaitu jual beli diman PT. PNM 

Mekaar Syariah akan menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayar dengan harga 

yang lebih sebagai laba yang disepakati. 

b. Produk Tabungan  

  Tabungan adalah salah satu bentuk 

pelayanan Mekaar Syariah kepada nasabah agar 

bisa memperoleh akses penitipan uang dengan 

mudah, murah dan aman. 

  Pelaksaan tabungan pada PT. PNM 

Mekaar Syariah diatur dengan akad wadiah. 

Dimana layanan penitipan adalah khusus 

dilakukan oleh nasabah Mekaar Syariah adapun 

bentuk-bentuk tabungan dari PT. PNM Mekaar 

Syariah sebagai berikut:
80

 

1) Uang titipan 

 Uang titipan adalah bentuk pelayanan 

Mekaar Syariah kepada asabah agar bisa 

memproleh akses penitipan uang suksrela 

dari nasabah dengan mudah, dan aman 
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dimana penyetor da pengambilanya hanya 

bisa dilakukan pada saat pertemuan 

kelompok. 

2) Uang Solidaritas 

 Uang dolidaritas adalah uang nasabah 

yang dikumpulkan per sub kelompok 

sebanyak Rp.25.000 dan dimasuka ke 

dalam amplop yang disimpan oleh masing-

masing ketua kelompok utuk didunaka 

pada saat ada nasabah dalam keadaan 

darurat (banjir, gempa bumi, kebakara, da 

lain sebagainya). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pembiayaan PNM Mekaar Syariah merupakan 

pembiayaan khusus ibu-ibu prasejahtera pelaku usaha 

ultra mikro untuk mendorong ekonomi keluarga sejahtera 

(Mekaar Syariah), PNM mekaar Syariah menerapakan 

sistem kelompok tanggung rentang yang di harapkan 

dapat menjembatani kesejahteraan akses pembiayaan 

sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha 

dalam langkah untuk mencapai tujuan dan meningkatkan 

penghasilannya.   

  Pembiayaan PNM Mekaar Syariah ini dalam 

melakukan pembiayaan itu ada yang namanya akad 

murabahah dimana akad murabahah itu adalah akad yang 

menetapkan harga produksi dan keuntungan di tetapkan 

dalam kesepakatan oleh ke dua belah pihak. 

  Untuk melihat penerapan margin akad 

murabahah pada pembiayaan di PT. PNM Mekaar 
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Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu 

Tengah, peneliti telah melakukan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 20 Maret 2022. Sebagai 

responden ada ibu Linda Haryanti, S.E sebagai Pimpinan 

Perusahaan kepala cabang dan Nova Parmila sebagai 

wakil kepala cabang di PNM Mekaar Syariah Cabang 

Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.   

A. Penerapan Margin Akad Murabahah pada 

pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. 

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat 

disimpukan bahwa Pembiayaan murabahah merupakan 

pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan 

modal kerja yang bersifat konsuntif, produktif, maupun  

investasi. 

Murabahah sendiri merupakan akad jual beli 

dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga 

pasar dengan ditambah keuntugan (margin) yang telah 

disepakati bersama, oleh karena itu Murabahah 

merupakan akad yang paling sering digunakan oleh 

nasabah di PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah karena akad murabahah 

merupakan akad yang simple dan mudah.  Dapat kita 



 
 

 
 

lihat jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dari 

tahun 2019-2022 dari tabel berikut.
81

:  

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Yang Melakukan 

Pembiayaan Dari Tahun 2019-2022 

Tahun Nasabah 

2019 

2020 

2021 

2022 

400 

395 

445 

216 

 

Jika nasabah yang akan melakukan pembiayaan 

murabahah di PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, maka nasabah harus 

melaksanakan prosedur pembiayaan terlebih dahulu.
82

  

Adapun proses penerapan margin pembiayaan 

murabahah pada PNM Mekaar Syariah cabang Kec. 

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah berawal dari 

nasabah yang melakukan permohonana pembiayaan 

kemudian pihak PNM Mekaar Syariah menjelaskan 

mengenai penerapan margin keuntungan yang ditetapkan 

oleh PNM Mekaar Syariah kepada nasabah. PNM 
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Mekaar Syariah tidak mempunyai patokan khusus dalam 

menentukan marginya, akan tetapi hanya berupa kisaran 

saja yaitu antara 1,2%- 1,8%. jangka waktu pembiayaan 

juga tidak merubah besarnya margin yang diproleh 

nasabah karena margin tersebut ditentukan diawal akad. 

Dalam menetukan marginya ada nilai plafon yang 

dijadikan sebagai estimulasi untuk panduan marketing. 

yaitu dalam melakukan pembiayaan antara 2.000.000 

sampai 5.000.000 marginya berbeda-beda. Dalam 

menentukan marginya, PNM Mekaar Syariah melakukan 

negosiasi terlebih dahulu dengan  nasabahnya yaitu 

dimana negosiasi tersebut dilakukan di awal akad.
83

 

PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang 

Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dalam menetukan margin 

keuntungan, dilakukan tawar menawar terlebih dahulu 

antara nasabah dalam melakukan suatu pembiayaan.  

PNM Mekaar Syariah menentukan margin pada 

setiap nasabah berbeda-beda sesuai dengan harga pasar 

yang nasabahnya butuhkan, maksudnya, dalam akad jual 

beli (murabahah) si penjual memberi harga berapa kepada 

si pembeli dan si pembeli/nasabah boleh menawar. Jadi di 

PNM Mekaar Syariah tidak ada rate, serta tidak ada 

kesamaan margin pada setiap nasabahnya.  
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Dalam penentuan margin murabahah, PNM 

Mekaar Syariah mempunyai patokan persentase magin 

pembiayaan sendiri  yaitu berkisara 1,2% -1,8% 

perbulan.
84

 

Dalam metode penetuan harga jual atau 

perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di PNM 

Mekaar Syari’ah mengunakan metode flat, dimana 

perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga 

pokok secara tetap yaitu dari suatu periode ke periode 

lainnya. Dalam penentuan margin yang di dapatkan PNM 

Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah sebagai berikut: 

Contoh Cara Perhitugan Margin: 

Ibu Rahma melakukan pembiayaan murabahah 

untuk membuat sebuah usaha warung manisan sebesar Rp 

10.000.000 dengan uang muka Rp 3.000.000 dan dibayari 

oleh PNM Mekaar Syariah sebesar Rp 7.000.000 dengan 

margin Rp 2.000.000 dalam jagka waktu 24 bulan. Maka 

perhitungan adalah  

Harga jual  = Harga Barang + Margin 

               = Rp 10.000.000+ Rp 2.000.000 

               = RP 12.000.000 
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Angsuran per bula   = harga jual- uang muka 

        Waktu angsuran  

    = Rp 12.000.000 – Rp 3.000.000     

24 

      = Rp 375.000 

 Pendapatan margin = total margin x 100%  

                                               Harga Jual 

                      = Rp 2.000.000 x 100% 

                                             Rp 12.000.000 

     = 16,66666% 

Margin per bulan =  Rp 375.000 x 16,66666% 

 = Rp 62.499 

Metode flat tersebut telah diakui dan dihalalkan 

oleh MUI sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 

84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 desember 2012 

tentang metode pengakuan pendapatan murabahah di 

lembaga keuangan Syari’ah (LKS), yaitu pengakuan 

pendapatan murabahah untuk koprasi syari’ah dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode anuitas dan 

metode proposional. 

Penerapan margin murabahah haruslah dilakukan 

adanya tawar menawar terlebih dahulu antra PNM 

Mekaar Syari’ah denga nasabah yang akan melaksanakan 



 
 

 
 

suatu pembiayaan. didalam konsep fiqih dan Fatwa DSN 

MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, margin 

(keuntungan) harus ditentukan berdasarkan kesepakatan 

bersama tidak boleh ditentukan hanyak sepihak saja. 

Dalam penerapannya, PNM Mekaar Syari’ah 

Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah 

dalam menentuakan margin ( keuntungan) sudah sesuai 

dengan fiqih mumamalah dan Fatwa DSN MUI 04/DSN-

MUI/IV/2000 yaitu melalui kesepakatan bersama antara 

PNM Mekaar Syariah dengan nasabah. 

Penerapan margin yang dilakukan oleh PNM 

Mekaar Syariah cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah yaitu berdasarkan dari tingkat plafond 

pembiayaan yang diambil oleh nasabah dimana jumlah 

waktu yang diambil tidak akan merubah jumlah marginya 

karena marginya telah ditetapkan di awal. 

B.  Tinjaun Ekonomi Islam Terhadap Penerapan 

Margin Akad Murabahah pada pembiayaan PNM 

Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah   

Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam tentang 

penerapan margin murabahah pada pembiayaan PNM 

Mekaar Syariah cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah. Dalam penentuan margin, Islam tidak 
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menentukan kadar tertentu atau membatasi pengambilan 

margin. Islam hanya memberikan rambu-rambu bahwa 

penentuan margin tidak boleh mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

Pertama yaitu tentang sepertiga dari modal. 

Menurut Ulama Maliki batas maksimal pengambilan laba 

tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka 

mengqiyaskan (menganalogikan) dengan harta wasiat. 

Dimana Syaria’t membatasi maksimal sepertiga dari 

dalam harta wasiat, sebab wasiat yang melebihi batas 

tersebut akan merugikan ahli waris. Begitu pula laba yang 

berlebih akan merugikan para konsumen (pembeli). Oleh 

sebab itu, laba tertinggi tidak boleh melebihi dari 

sepertiga  atau 35% dari harga pokok.
85

 

Kedua yaitu konsep penentuan keuntungan 

menurut Ekonomi Islam tidak ada batas dalam 

pengambilan keuntungan hanya saja tidak mengandung 

unsur penipuan, riba, dan margin yang di ambil harus 

sesuai dengan kesepakatan bersama dari kedua bela pihak 

dan tidak boleh ada ketidak jelasan mengenai margin.
86

 

Penipuan (gharar), riba, dan sesuai kesepakatan bersama 
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(ridha) dalam konsep penentuan keuntungan menurut 

Ekonomi Islam sebagai berikut: 

1. Dalam Islam penipuan di haramkan apapun macam 

penipuan baik dalam masalah jual-beli, maupun 

dalam berbagai macam mu'amalah.  Seorang muslim 

dituntut untuk berlaku jujur dalam segala urusannya 

sebab jujur dalam agama, nilainya lebih tinggi dari 

pada seluruh usaha duniawi. Di PNM Mekaar 

Syariah cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu 

Tengah tidak mengandung unsur penipuan 

dikarenakan dalam proses penerapan margin dari 

pihak PNM Mekaar Syariah kepada nasabah 

dijelaskan secara jelas  dan proses tersebut sudah 

sesuai dengan Ekonomi Islam. 

2. Dalam Islam Riba adalah suatu ketentuan nilai 

tambahan dengan melebihkan jumlah uang pinjaman 

ketika dilakukan pelunasan. Untuk besaran bunga 

yang diberikan biasanya mengacu pada suatu 

persentase tertentu yang dibebankan kepada 

peminjam. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

di PNM Mekaar Syariah menunjukkan bahwa tidak 

mengandung unsur riba karena adanya kesepakatan 

persentase margin keuntungan antara kedua belah 

pihak yang sahih sehingga tidak menjadi beban bagi 
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nasabah. Hal ini sesuai dengan syariat islam dalam 

transaksi jual beli yang disebutkan dalam Al-quran 

surah al-baqarah ayat 275 yang artinya: “Dan Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan  riba”. 

3. Sesuai kesepakatan (Ridha) yang artinya kedua belah 

pihak menyetujui kesepakatan yang telah dibuat 

secara sahih. Dari hasil penelitian di PNM Mekaar 

Syariah menunjukkan bahwa kedua belah pihak 

saling mengetahui besarnya margin yang di tetapkan 

dan disepakati serta memberitahu harga pokok 

pembiayaan tersebut kepada nasabah atau calon 

nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur 

sesuai kesepakatan (Ridha) yang diterapkan oleh 

PNM Mekaar Syariah. PNM Mekaar Syariah 

menerapkan nilai syariah ini dengan tujuan agar 

terlaksananya transaksi yang adil untuk semua pihak 

dan tidak merugikan pihak manapun.  

Sebagai firman Allah SWT : 

ٰآ  تأَْكُلُوْٰٰلَٰٰا مَنُ وْاٰالَّذِيْنَٰٰايَ ُّهَآ  يٰ 
نَكُمْٰٰامَْوَالَكُمْٰ ٰانَْٰٰٓ  اِلَّٰٰباِلْبَاطِلِٰٰبَ ي ْ



 
 

 
 

ٰٓ  ٰمِّنْكُمْٰٰتَ راَضٍٰٰعَنْٰٰتَِِارَةًٰٰتَكُوْنَٰ
وَٰٰاِنَّٰٰٓ  ٰانَْ فُسَكُمْٰٰآ  تَ قْتُ لُوْٰٰوَلَٰ ٰاللّ 

رَحِيْمًاٰبِكُمْٰٰكَانَٰ  
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu saling  memakan   harta 

sesamamu dengan  jalanyan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu”. Q.S An-Nisa(4) : (29)
87

 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa 

pada pembiayaan yang ada di PNM Mekaar Syariah 

Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah 

besar margin yang diambil hanya berkisaran 1,2%-

1,8% dan konsep dalam penerapan keuntungan tidak 

mengandung unsur penipuan, dan riba. Dalam hal 

pembiayaan margin PNM Mekaar Syariah juga telah 

sesuai kesepakatan (Ridha) bersama dari kedua belah 

pihak antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah. 

Proses akad yang sudah jelas, tentang berapa modal 
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dan untung yang diambil PNM Mekaar Syariah pada 

nasabah yang dijelaskan pada saat nasabah melakukan 

pembiayaan di PNM Mekaar Syariah.
88

 

 Karena pada dasarnya dalam Ekonomi Islam 

sendiri tidak ada batasan pengambilan margin selagi 

PNM Mekaar Syariah dan nasabah melakukan 

ketetapan atau kesepakatan bersama dan pengambilan 

keuntungan yang jelas maka dalam Ekonomi Islam 

pengambilan margin diperbolehkan.
89
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan  A.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan 

margin akad murabahah pada pembiayaan PT. PNM 

Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa. 

1.  Penerapan margin pembiayaan Murabahah pada 

PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi 

Kab. Bengkulu Tengah adalah bahwa dalam 

menentukan margin (keuntungan) berdasarkan pada 

harga jual yang ada di pasar dan besaran nominal 

dari margin keuntungan perbulannya dengan pilihan 

tenor waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam 

penetapan harga jualnya, PNM Mekaar Syariah 

memberi tahukan harga pokok barang tersebut 

dengan ditambah margin keuntungan  sesuai dengan 

tenor waktu yang telah ditetapkan antara pihak PNM 
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Mekaar Syariah dengan nasabah yang dilakukan pada 

saat diawal akad. PNM Mekaar Syariah dalam 

menerapkan metode angsurannya yaitu dengan 

menggunakan metode flat. dimana dalam PNM 

Mekaar Syariah cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah  memiliki margin kentungan yang 

selalu sama pada setiap sesuai waktu yang nasabah 

pilihkan.  

2. Dalam tinjauan Ekonomi Islam, penerapan margin 

Murabahah pada PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. 

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dalam konsep 

penentuan margin dalam Ekonomi Islam tidak ada 

unsur gharar dan margin yang diambil harus sesuai 

dengan kesepakatan bersama antara kedua belah 

pihak yang telah ditetapkan antara pihak PNM 

Mekaar Syariah dengan nasabah yang dilakukan pada 

saat diawal akad. Pembiayaan yang ada di PNM 

Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. 

Bengkulu Tengah sudah sesuai dengan ekonomi 

Islam karena margin yang diambil hanya 1,2%-1,8% 

dari harga modal. Proses akadnya sudah jelas, 

tentang berapa modal dan margin yang diambil PNM 

Mekaar Syariah, hal itu sudah menjadi kesepakatan 

PNM Mekaar Syariah dan nasabah. Karena pada 



 
 

 
 

dasarnya dalam Islam tidak ada batasan pengambilan 

keuntungan dan murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan serta 

margin yang telah disepakati oleh penjual bersama 

pembeli (PNM Mekaar Syariah dan nasabah). 

 Saran  B.

Saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan 

ini yaitu. 

1. Pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. 

Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dengan 

penetapan margin akad Murabahah hendaknya dalam 

menetukan margin keutungan seharusnya 

berdasarkan pada jumlah plafon yang diberikan, 

sehingga diketahui harga jualnya terlebih dahulu 

kemudian baru ditentukan berapa angsuran yang 

akan di bayarkan oleh nasabah sesuai jumlah waktu 

yang tertentu dan hendaknya PNM Mekaar Syariah 

dalam mengakui suatu margin (keuntungan) agar 

tidak terjadi suatu perbedaan dalam mengakui 

margin. 

2. PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi 

Kab. Bengkulu Tengah, hendaknya memberikan 

informasi yang jelas kepada masyarakat tentang 
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Prmbiayaan murabahah terkait penentan margin yang 

sesuai dengan ekonomi islam. 
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